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KATA PENGANTAR

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan
data dan informasi yang tepat, akurat, dan terkini, khususnya di bidang planologi
kehutanan dan tata lingkungan kepada para pengguna.

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yang disusun setiap
tahun. Namun materi pada penerbitan tahun 2024 ini berbeda dengan tahun
sebelumnya, dengan menyajikan lebih banyak informasi terkait perkembangan
kebijakan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan, sejalan dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
beserta peraturan turunannya.

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2024 memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan capaian kinerja
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang didukung
oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon Il dan 22 (dua puluh dua) Unit Pelaksana Teknis
di daerah, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
(BPKHTL).

Sejalan dengan keterbukaan informasi publik, buku ini diharapkan dapat
memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait hasil pembangunan dan
perkembangan kebijakan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku “Data dan Informasi Ditjen Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan”. Semoga buku ini dapat bermanfaat,
meskipun masih diperlukan penyempurnaan.

Jakarta, Desember 2024
Plt. Direktur Jenderal

Herban Heryandana S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

Sekilas tentang Peran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan memiliki peran
strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan,
pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan
infrastruktur. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan
merupakan bagian dari prasyarat tercapainya pembangunan nasional,
terutama dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak
lingkungan dari kebijakan dan aktivitas pembangunan nasional.

Arah kebijakan Ditjen PKTL dalam melaksanakan peran tersebut adalah
dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan
pencegahan dampak lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor
pembangunan serta usaha dan kegiatan.

Upaya untuk mewujudkan kawasan
hutan yang mantap dilakukan melalui
inventarisasi sumber daya hutan,
penyelesaian penataan batas kawasan
hutan, percepatan  penyelesaian
pemetaan dan penetapan seluruh

kawasan hutan, peningkatan
keterbukaan data dan informasi
sumber daya hutan, integrasi
perencanaan kawasan hutan,
penyiapan prakondisi untuk

meningkatkan kualitas tata kelola di
_ tingkat tapak serta pelaksanaan
Gambar 1. Tata Batas Kawasan Hutan periZinan yang jelaS, Cepat dan terukur.

Penataan lingkungan yang
berkelanjutan di antaranya dilakukan melalui peningkatan kualitas
lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah,
serta penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Hal utama yang
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telah dan terus dilakukan antara lain, penetapan indikasi daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup, penyusunan dan penetapan RPPLH, serta
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui
instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Penilaian Audit
Lingkungan Hidup.

- v

Gambar 2. Inventarisasi Sumber Daya Hutan

Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis dimaksud, Ditjen
PKTL dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam
penyediaan lapangan kerja, ketahahan pangan, kesempatan berusaha,
pendapatan negara, penataan lingkungan, serta dukungan untuk
terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam Renstra Ditjen PKTL tahun
2020-2024 yang berisi target dan indikator outcomes yang harus dicapai
selama 5 tahun dan dijabarkan di dalam Renja untuk target serta indikator
yang hendak dicapai di setiap tahunnya.

Sembilan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PKTL menjadi penopang
tercapainya 4 sasaran strategis KLHK yaitu: Terwujudnya lingkungan hidup
dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan
lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan;
Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan
berkelanjutan; dan Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan
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lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK
yang berdaya saing. Sembilan IKP tersebut adalah sebagai berikut:

IKP 6

Seluruh kawasan hutan ditetapkan Seluruh perencanaan kehutanan yang
sebagai kawasan hutan H komprehensif, utuh, dan

berkesinambungan sesuai dengan
Dokumen layanan permohonan

ketentuan yang berlaku
perubahan peruntukan dan fungsi

kawasan hutan

IKP 7

Tersedianya konsep

Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang

telah mengintegrasikan prinsip-prinsip

Data dan Informasi Sumber Daya Hutan «— pembangunan berkelanjutan

'\ IKP 8
Meningkatnya kesadaran sektor
Seluruh penggunaan kawasan hutan swasta/unit usaha dan pemerintah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mewujudkan pembangunan
berkelanjutan melalui pengurusan
perizinan lingkungan

Luas kawasan hutan yang dilepaskan
untuk TORA

IKP 9

Nilai SAKIP Dtijen PKTL

Gambar 3. Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditien PKTL mengemban tugas
“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara
berkelanjutan”. Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PKTL
menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan
hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan
hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan
dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan
kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan
usaha dan kegiatan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan
hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan
hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan
dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan
kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan
usaha dan kegiatan;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di  bidang
penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan,
pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan
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pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan
kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan
sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta
pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan
rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan
wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya
hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan
dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan
dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan
wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya
hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan
dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan
dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

7. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

Kedudukan dalam Struktur Organisasi

Penataan fungsi dan struktur organisasi Ditien PKTL dengan SDM yang
berkualitas perlu dilakukan agar program dapat dijalankan secara efektif dan
efisien sehingga mencapai sasaran strategis yang ditargetkan. Penataan
dilakukan baik di tingkat pusat maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)
yang berkaitan dengan upaya debirokratisasi dan desentralisasi pelayanan
publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditien PKTL terdiri dari 6
Eselon Il dan 22 Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan
dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII) dengan struktur organisasi serta tugas
dan fungsi pada gambar sebagai berikut:
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P
[\ )

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

P

ah

Sekretaris Direktorat Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan
Direktur Pengukuhan dan Direktur Inventarisasi dan Direktur Rencana dan Direktur Pencegahan Dampak Direktur Pencegahan Dampak
Penatagunaan Kawasan Hutan Pemantauan Sumber Daya | PENgEUNaan Kawasan Hutan Lingkungan Kebijakan Wilayah Lingkungan Usaha dan
Hutan dan Pembentukan Wilayah dan Sektor Kegiatan
Pengelolaan Hutan

e
&

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan Wilayah 1-XX11

Gambar 4. Struktur Organisasi Ditjen PKTL

Dua puluh dua (22) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan
Kawasan Hutan dan tata Lingkungan (BPKHTLTL) tersebar di seluruh wilayah
Indonesia dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut:

BPKHTL WILAYAH XVl
(Prov. Aceh)

BPKHTL WILAYAH |
(Prov Sumut & Sumbar)

BPKHTL WILAYAH XV

(Prov. Gorentalo) BPKHTL WILAYAH X

(Prov. Papua, Papua Tengah,

Papua Pegunungan, & Papua
selatan)

BPEHTL WILAYAH I

(Prov. Kalbar) BPKHTL WILAYAH VI

BPKH WILAYAH IV
{Prov. Sulut & Malut)

BPKHTL WILAYAH
(Prov. Riau)

BPKHTL WILAYAH XII
(Prov. Kep. Riau)

BPKHTL WILAYAH XVII
(Prov. Papua Barat)

e
e

BPKHTL WILAYAH XIII : -

=

on v -
BPKHTL WILAYAH XXI ! -
(Prov. Kalteng) -

EBPEHTL WILAYAH Y 4 T apkHmiwiLavariom  BPKHTLWILAYAHIX
(Prov. Kalsel) (Prov. Sultra) (Prov. Maluku)

(Prov. Kep, Bghel & Jambi)

BPKHTL WILAYAH I
(Prov. Sumsel)

- BPKHTL WILAYAH VI
{Prov. Sulsel dan Sulbar) )
BPKHTL WILAYAH XX

(Prov. Lampung dan Bengkulu) r
BPKHTL WILAYAH XI "

{Prov. Jabar, Jateng, BPKHTL WILAYAH VIl .—. BPKHTL WILAYAH XIV
Jatim, DIY, DKI (Prov. Bali & NTB) (Prov. NTT)
Jakarta, & Banten)

Gambar 5. Sebaran UPT Ditjen PKTL
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D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Ditjen PKTL per tanggal 17 Juli 2024 sebanyak 1.764
orang yang terdiri dari 1.139 pegawai laki-laki dan 625 pegawai perempuan.
Berdasarkan status kepegawaiannya, pegawai Ditjen PKTL terdiri dari 1.222
PNS, 356 PPPK dan 186 PPNPN. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir,
pegawai Ditjen PKTL terdiri dari 4 pegawai dengan pendidikan terakhir SD,
7 SLTP, 407 pegawai SLTA, 1 pegawai D Il, 237 pegawai D lll, 4 pegawai D
IV, 831 pegawai S1, 254 pegawai S2, dan 19 Pegawai S3. Dari 1.578 PNS
yang ada, berdasarkan golongannya terdiri dari 1 pegawai golongan I, 246
pegawai golongan Il, 809 pegawai golongan Il dan 166 pegawai golongan
IV, 65 pegawai PPPK golongan (V), 35 pegawai PPPK golongan (VII), dan
256 pegawai PPPK golongan (IX).

)
I

* ©
= 64,57% 35,43%
1.139 Pegawai 625 Pegawai
Gambar 6. Data Pegawai Berdasarkan Gender
| 1 Sekertaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan L7 | 1o 107
2 Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan o8B 8 | 3 gz
3 Direktorat Pengukuhan dan Penatangunaan Kawasan Hutan 75 | 24 | 1§ 114
4 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan . 5% &8 z &6
5 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan 48 5 3 56
& Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor .39 5 5 49
|7 Balai Perantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah | L 49 | 6 [ 61
8 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II o3 |1 4 41
g Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah |Il 333 5 41
1o Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV 52 7 | 10 6y
| 12 Balai Pernantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah V 45 23 | 7 77
| 12 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI L9 17 | 7 53
13 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII 49 | 24 | 3 76
14 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIl 4 | @ | 4 (1]
| 15 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 1% 3 8 ] [13
| 16 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X 38 9 6 53
17 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI 1 2 | g 82
18 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XlI L3712 | g 53
19 Balai Perantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XlII 327 5 44
| 20 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV .o: 18 | 8 55
| 21 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV o3 10 | 12 53
22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI 42 | 29 | 2 73
23 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVII 3% | 29 | B 71
24 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII 2 | 14 | 6 45
| 25 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX 33 | 14 | 10 57
| 26 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX 38 13 | 5 | 54
27 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX| 32 | 13 | 10 | &g

28 Balai Permantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX 30 16 7 53
Jumlah 1222 356 186 1764

Tabel 1. Jumlah Pegawai Ditjen PKTL
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Program, Kegiatan, dan Anggaran 2023 dan 2024

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan
dan penataan lingkungan yang berkelanjutan, Ditien PKTL menetapkan
sasaran prioritas Tahun 2023 dan 2024 yang merupakan bagian dari
Indikator Kinerja Program Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
sebagai berikut:

Sasaran Program Indikator Kinerja Program Targetzo23
Seluruh b hutan ditetapkan sebagai k hutan
(penetapan kawasan hutan 200%termasuk kawasan 16,4 Juta hektar
Seluruh kawasan hutan diakuisecara JRNFIEEN
CppneE Dokumen layanan permohenan perubahan peruntukan dan
£ ik o 31 Layanan
ungsi kawasan hutan
Tersedianya Data dan Informasi :
Sumber Daya Hutan Data dan Infermasi Sumber Daya Hutan 33Layanan
AU EURERI DL TMEENY EVEEET N Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan 300 Pemohon
Hutan yang berlaku
Ve L R Luas k hutan yang dilepaskan untuk TORA 21.240 Hektar

hutan untuk TORA

Tersedianya perencanaan kehutanan
yang komprehensif, utuh dan
berkesinambungan

Selurvh perencanaan kehutanan yang kemprehensif, utuh, dan

berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 583 Layanan

Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang
telah mengintegrasikan prinsipprinsip pembangunan 156 Dokumen
berkelanjutan

Meningkatnya upaya pencegahan
dampak lingkungan terhadap
WCLUELEURIE ELEE IR L Sl aningkatnya kesadaran sektor swastafunit usaha dan

usaha dan kegiatan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan 296 Laporan
melalui Pengurusan perizinan lingkungan

Meningkatnya tata kelcla
pemerintahan yangakuntabel, Nilai SAKIP Dtijen PKTL 82 Poin
responsif dan berpelayanan prima

Tabel 2. Sasaran Program Ditjen PKTL

Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024
Rp. 721.379.764.000,-

Pagu Per Sumber Dana

RM
Rincian Per Program 298.770.968.000
(Dalam juta rupiah) %
339,388.3
285,786.7
PNBP
'422.608.796.000
59%
Pagu Per Jenis Belanja
Program Kualitas  Program Program Belanja Modal
Lingkungan Hidup Hutan Berkelanjutan Manajemen
£47.221.377.000
Belanja 7%
Barang Belani
513.872.979) @ ana,
000 Pegawai
71% 60.285.408.
ooo
22%

Gambar 7. Grafik Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 Ditjen PKTL
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Targetzo24

10 Juta hektar

3o Layanan

33Layanan

300 Pemohon

21.240 Hektar

5By Layanan

74 Dokumen

230 Laporan

8o Poin



Prioritas Kegiatan Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKTL

Program Kualitas Program Pembangunan Program Dukungan
Lingkungan Hidup Hutan Berkelanjutan Manajemen
e Penetapandan e Penyelesaian pelepasan KH | e Pembayaran gaji dan
pengembangan Perangkat untuk TORA (sosialisasi operasional perkantoran
D3TLH pada 5 (lima) focal PPTKH, inver PPTKH dan ¢ Melanjutkan Reformasi
area (air, lahan prima, penataan batas KH untuk Birokrasi dalam mendukung
udara, biodiversity, dan TORA); pembangunan Zona
laut) pada wilayah jawa, e Penyelesaian SK penetapan Integritas Menuju Wilayah
bali, Lombok, dan KH dalam rangka Bebas dari Korupsi dan
Kalimantan selatan; penetapan 100%; Wilayah Birokrasi Bersih dan
e penguatan pengembangan | e Penguatan data dan Melayani;
sistem informasi KLHS informasi sumber daya e Peningkatan kapasitas dan
maupun Amdalnet; hutan, melalui inventarisasi kompetensi SDM
e penguatan sumber daya hutan nasional/Enumerasi e Pengembangan SI HCDP
manusia dalam TSP/PSP;
kelembagaan uji ¢ Penguatan verifikasi PNBP-
lingkungan; PKH pada seluruh badan
e penguatan penataan usaha baik melalui verifikasi
lingkungan pada satker lapangan maupun desk
BPKHTL analisis

Tabel 3. Prioritas Kegiatan Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKTL
F. Realisasi Pencapaian Program, Kegiatan, dan Anggaran 2023 dan 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Program
(IKP) Ditjen PKTL atas target Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Capaian 2023

Indikator Kinerja Program

i:lt:nm:ala% term:::l:rll;wasa;’ko;::?:ag:;;. nonte pen fawasan 16,4 Juta hektar 16,4 Juta hektar 2008
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 31 Layanan 48 Layanan 316,13%
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan 33 Layanan 33 Layanan 1o0,00%
Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 300 Pemohon &6 Pemohon 232,00%
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA 21.240 Hektar 63.034,51 Hektar 296,77%
;S:SIC::i.l:::r::c::ta;;:::u::na:;;laankguknmpr!hensif, utuh, dan berkesinambungan Eaallavanast Gas]aranaet 103,77%
;Eelngil;teéra::ﬂ:::r’i(nsli;plrinsi:pemb:ﬁgpzf\zl:?ei::lr:t:?lwah 256 Dokumen 257 Dokumen 203,36%
mew:uj:dl:a:;;mh:ngur‘r::k:::kelan;ut;n .r:::::l":.lai Pd::;:r:‘:ar;n;:?ij:l:nn:ingkungan gl ERp TR iR
Rata-Rata® 109,31

Tabel 4. Realisasi Tahun 2023 Ditjen PKTL
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Pagu akhir Ditien PKTL di Tahun 2023 sebesar Rp.885.938.634.000,-
bersumber dana Rupiah Murni (Rp.394.141.797.000,-) dan PNBP
(Rp.491.796.837.000,-). Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai
sebesar Rp.142.598.820.000,-, belanja barang sebesar
Rp.646.601.883.000,- dan belanja modal sebesar Rp.96,737,931,000,-.

Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar
Rp.883.832.426.878,- atau 99,76%, sehingga masih tersisa anggaran
sebesar Rp.2.106.207.122,- (Sumber data: OMSPAN per 15 Januari 2024).
Berdasarkan tren persentase realisasi anggaran Ditjen PKTL pada gambar
di bawah, terlihat bahwa persentase realisasi anggaran 3 tahun terakhir
relatif tinggi. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada 4 tahun
terakhir umumnya berupa sisa belanja pegawai.

90,34%
o ~ ©
=} o0 = ~
s - Q - =) m e >
s ~ ~ o 8 & ©
> S n
I ] @ — 2 H & ~
0 ] «Q ] =] ) <
d = m ) 3
] - w - - 5 o ~N
=] ] wn o 3 H ® 0N
b 4 = n - S M ©
=) © o mn o a ]
d o 2 ~ o~ v Q
~ o0 3 : ]
T = o 0 o a @ «
< L3 < <

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Pagu [EJRealisasi

Gambar 8. Grafik capaian realisasi tahun 2020 — 2023 Ditjen PKTL

Berdasarkan jenis belanjanya, dari pagu belanja barang sebesar
Rp.646,601,883,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.645,413,626,788,-
atau sebesar 99,82%. Dari pagu belanja modal sebesar
Rp.96,737,931,000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp.96,670,400,970,-
atau sebesar 99,93%. Dari pagu belanja pegawai sebesar
Rp.142,598,820,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.141,748,399,120,-
atau 99,40%.
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99,93%

9962 99,40%

@ragu  DRedisasi

142.598.820.000
141.748.399.120

D 96.670.400.270

646.601.883.000
96.737.931.000

B645.413.626.788

Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pegawai

Gambar 9. Grafik realisasi belanja Ditjen PKTL

.
“ Kode | Nama Kegiatan
“_

5432 | Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas

oA e 327.821688000 326581336177  99,62%
2 ::i:nl LD C A e (R 425.385.446.000 424.850.073.049  99,87%
3 f{i:n OrEHECE] O CONOT DS 52 RO 12.074.337.000 12.068.259.902  99,95%

5436 | Pencegahan Dampak Lingkungan 91.627.554.000 91.340.186.776  99,69%
B 6744 | Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan

 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 29.029.605.000 23.992.5?0.974” 99,87%

Tabel 5. Realisasi Anggaran berdasarkan Nama Kegiatan

Pagu : Rp. 782.241.339.000.-
Realisasi : Rp. 589.843.462.429. -
Reta-rata Realisasi PKTL: R
Rata-rata Realisasi KLHK: [ENEER

= R AR o —
I, e
BN man, e
I!I |

041 a2 20 98 ' .
LA Wfﬁﬁfﬁfﬁgﬁ *Nﬁy Mwwf
M“ CEECCE I P

Sumber : Aphist CAISPAN Realisas 5.0.04 Nevember 202

Gambar 10. Grafik Progress Pelaksanaan Anggaran
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Tabel 6. Progress Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024
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BAB Ii
KAWASAN HUTAN INDONESIA

Indonesia adalah sebuah negara besar yang mengalokasikan 120,2 juta
hektare atau sekitar 62,9 persen dari luas daratannya sebagai kawasan
hutan. Sedangkan daratan sisanya berupa non kawasan hutan, yang dikenal
sebagai Area Penggunaan Lain (APL). Kawasan hutan dikelola sesuai
dengan tiga fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) yang mencakup area seluas
68,7 juta hektare; Hutan Konservasi (HK) yang mencakup luas total 22,1 juta
hektare (dengan tambahan 5,3 juta hektare kawasan konservasi laut); dan
Hutan Lindung (HL) yang mencakup areal seluas 29,5 juta hektare.

Persentase Luas Kawasan
Hutan terhadap luas daratan
Wilayah NKRI

.62,9%

.

#“- _»?;'vr - BN X d)r_
Sy o of T ” s
I s e, O N e
T ) -, TNy A ]
i 4= s ¢

H S
. 5
NGk S T i
g o
S (=
Konservasi
(Perairan& HPT HP HPK
Daratan)
Luas(Ha) 27.412.224,76 29.520.962,98 26.798.799,89 29.171.184,19 12.761.378,03

Gambar 11. Luas Kawasan Hutan

Hutan Indonesia telah menjadi bagian integral dari identitas dan
kekayaan alam bangsa Indonesia dengan menyediakan berbagai manfaat
bagi masyarakat, baik manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Hutan
berperan dalam pengaturan iklim mikro seperti pengaturan suhu dan
kelembapan, pencegahan erosi tanah, pengaturan siklus air dan unsur hara,
penyerapan dan penyimpanan karbon, penghasil oksigen, serta menjaga
keseimbangan ekosistem. Hutan juga sebagai penyedia sumber daya
produksi dan jasa lingkungan yang memungkinkan bergulirnya sentra-sentra
ekonomi yang mampu menumbuhkan dunia usaha, menyerap tenaga kerja,
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mengurangi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan, seperti industri
perkayuan (termasuk furniture) dan berbagai produk non-kayu (damar,
rotan, dan gaharu), penyediaan air bersih, dan keindahan alam (ekowisata).
Keberadaan hutan dengan keanekaragaman hayatinya seperti tradisi dan
kearifan lokal yang terkait dengan alam juga memiliki nilai spiritual/budaya
yang tinggi, yang mengajarkan tentang keharmonisan dan tanggung jawab
akan kebesaran ciptaan Tuhan, dan menjaganya menjadi bentuk
penghormatan terhadap Sang Pencipta.

@ Hutan merupakan Hutan merupakan @
sistem penyangga faktor penting
kehidupan (sustainable Human dalam siklus tata

Security ) dengan fungsi ekologi,
ekonomi dan sosial

air

Hutan berperan @

@ Hutan merupakan - X
sebagai fungsi

sumber plasma nutfah

vang kaya keanekaragaman hayati social dan ekonomi
masyarakat
Hutan
@ Hutan merupakan Sumber penyedia @
komponen penting ruang untuk memenuhi dinamika
dalam perubahan pembangunan
iklim spenbr L

Gambar 12. Nilai Strategis Hutan

Hutan Indonesia selain dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan sektor
kehutanan dan lingkungan hidup, juga berkontribusi besar dalam
pembangunan sektor non kehutanan dalam memberikan ruang untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan nasional seperti infrastruktur, pangan,
obat-obatan, dan energi secara keberlanjutan. Di balik kekayaan alamnya
yang luar biasa, Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan
hutan dan menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi dan
dikelola dengan baik untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan
keberlanjutan pemanfaatannya bagi generasi kini dan mendatang.

Kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan ditunjuk/ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia.
Berdasarkan fungsinya, Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi
Hutan Produksi (HP), Hutan Konservasi (HK), termasuk kawasan konservasi
perairan/laut), dan Hutan Lindung (HL).
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Kawasan hutan konservasi terbagi menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA)
dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dengan KSA terdiri dari Cagar Alam
(CA) dan Suaka Margasatwa (SM), sedangkan KPA terdiri dari Taman
Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Taman Hutan Raya
(Tahura). Areal KSA/KPA dapat berupa daratan maupun perairan. Salah
satu kawasan konservasi yang terkenal di Indonesia adalah Taman Nasional
Komodo, yang merupakan habitat bagi satwa Komodo (Varanus
komodoensis), spesies yang langka dan unik, serta merupakan salah satu
situs warisan dunia UNESCO. Di antara kawasan konservasi perairan
terkenal di Indonesia adalah Taman Nasional Laut Bunaken, Taman
Nasional Laut Wakatobi, dan Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat.

Sumberdaya hutan sebagai subsistem dari sumber daya alam
merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu
dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan
penggunaan sumberdaya hutan perlu dilaksanakan secara rasional
berdasarkan atas rencana yang menyeluruh dengan memperhitungkan
kepentingan generasi yang akan datang serta asas kelestarian dan
keseimbangan lingkungan.

Dari total 125,8 juta hektar kawasan hutan, sekitar 100 juta hektar pada
tahun 2022 telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, sementara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 - 2024
menargetkan penyelesaian sisa penetapan kawasan hutan seluas 25 juta
hektar untuk mencapai 100 persen kawasan hutan, sebagai mandat
Undang-Undang.
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BAB Il
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNRAN KAWRSAN HUTAN

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 Pengertian Pengukuhan
kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas,
pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan
kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.

A. Sejarah Kawasan Hutan Indonesia

Sejarah Kawasan Hutan dalam proses Pengukuhan Kawasan Hutan ini
sudah dimulai sejak zaman Belanda, dimana hutan menjadi domain (hak
milik negara) dan regallia (hak istimewa raja dan penguasa Belanda).
Kawasan hutan mengalami perubahan sejalan dengan dinamika pengaturan
ruang sejak terbitnya UU Nomor 24 Tahun 1992 jo UU Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu pengaturan yang ketat
terhadap proses review tata ruang.

Alur Sejarah terbentuknya Kawasan Hutan dimulai dari sebelum tahun
1980-an bedasarkan UU Nomor 5 tahun 1967 yang meletakkan dasar-dasar
tentang penguasaan negara atas hutan. Peraturan yang mengatur
penetapan kawasan hutan diterbitkan pada tahun 1974 sampai dengan
pertengahan tahun 80-an yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 85 Tahun 1974. Departemen Kehutanan melalui Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK) menetapkan hampir tiga per empat wilayah daratan di
Indonesia (120 juta hektar) menjadi kawasan hutan. Penetapan TGHK
tersebut dilakukan melalui kajian-kajian di atas meja berdasarkan pada peta-
peta vegetasi hasil dari penginderaan jarak jauh dan penilaian biofisik,
namun proses tersebut sama sekali tidak melibatkan kriteria sosial (Dephut,
1986; Nurjaya, 2005; Peluso, 2006; Supriyadi, 2013; Hermosilla & Fay,
2006). TGHK merupakan hasil evolusi kawasan hutan yang pada awalnya
merupakan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah, berupa
kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Peta TGHK. Tahun 1992-1999
bedasarkan UU Nomor 24 tahun 1992 kawasan hutan sesuai dengan
Paduserasi RTRWP-TGHK yang merupakan salah satu cara dalam
memaduserasikan, mengharmonisasikan dan mensinergikan penyusunan
rencana tata ruang wilayah dengan wilayah yang berbatasan.
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Pada masa reformasi, peraturan yang ada sudah memberikan ruang
hukum bagi rakyat untuk dapat mengakses kawasan hutan melalui beragam
program perhutanan sosial, namun secara ideologis peraturan perundangan
yang ada saat ini tidak berbeda dengan peraturan sebelumnya yang
mempertahankan ideologi domainverklaring dalam mempertahankan kontrol
negara terhadap sumber daya hutan. Pada tingkat pengaturan berupa
undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan yang diantaranya mengatur tentang penunjukan kawasan hutan.

Selanjutnya, melalui diterbitkannya UUCK tahun 2020 diharapkan dapat
mempercepat proses penetapan kawasan hutan yang menghasilkan
legalitas sekaligus legitimasi kawasan hutan serta dapat menyelesaikan
konflik dan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan.

Sejarah

Kawasan Hutan e some 4 L —

uuuuuu
Kawasan Hutan

1980 - 1992
sty 2012 - Sekarang
- I-HI 23/2084
Wﬂ) 001
B e
s-p du-our review RTRWD/K

Gambar 13. Sejarah Kawasan Hutan

B. Penunjukan Kawasan Hutan

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu
wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14, Ayat (1)
bahwa Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan
serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah Provinsi. Pasal 14, Ayat (2) mengatur kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota yaitu bahwa urusan Pemerintahan bidang
Kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya
Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Balai
Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) yang
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merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan di daerah, Tugas, Pokok dan Fungsi
diantaranya adalah untuk melaksanakan penataan batas kawasan hutan.

Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud di
atas dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan
RTRWP. Sedangkan penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi
kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota,
b. Secara teknis dapat dijadikan hutan.

Proses penunjukan di atas memberi pengertian bahwa untuk menunjuk
suatu kawasan menjadi kawasan hutan, atau kawasan hutan menjadi bukan
kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan
usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/ Walikota. Penunjukan
kawasan hutan wilayah provinsi mempunyai sifat makro dengan skala
1:250.000.

Mengingat skala yang makro tersebut maka penunjukan kawasan hutan
menjadi suatu arahan tentang kawasan hutan. Kemungkinan terjadinya
konflik dengan masyarakat dan pemilik lahan yang sah lainnya
dimungkinkan terjadi sehingga memerlukan proses selanjutnya untuk
mengeluarkan hak-hak kepemilikan yang sah yang berada di dalamnya.
Proses ini yang disebut proses penataan batas. Kawasan hutan sesudah
mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditunjuk dengan Keputusan
Menteri, telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, Berita Acara Tata Batas
Kawasan Hutan telah disahkan Menteri, dan Kawasan Hutan telah
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penunjukan kawasan hutan parsial adalah penunjukan areal bukan
kawasan hutan (APL) menjadi kawasan hutan yang berasal dari:

a. Lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan;

b. Lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan
kompensasi lahan;

c. Tanah timbul;

d. Tanah milik yang diserahkan secara sukarela; atau Tanah selain
dimaksud huruf a sampai dengan huruf d sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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C. Penataan Batas Kawasan Hutan

Penataan batas kawasan hutan sesuai PP 44 Tahun 2004 dilakukan oleh
Panitia Tata batas yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota. Seiring dengan
berjalannya waktu, terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan,
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan diantaranya mengatur bahwa
Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dibentuk oleh Direktur Jenderal atas
nama Menteri yang diketuai oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi
pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara,
pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi,
identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, dan pembuatan berita
acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas.

Pengesahan Berita Acara Tata Batas adalah penandatanganan Berita
Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang belum temu gelang beserta peta
lampirannya oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri
Kehutanan.

Tahapan pelaksanaan tata batas mencakup:

a. Pemancangan patok batas sementara;

b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;

c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di
sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan;

d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat disekitar trayek
batas dan didalam kawasan hutan;

e. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek
batas atas hasil pemancangan patok batas sementara;

f.  Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai
dengan peta pemancangan patok batas sementara;

g. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas;

h. Pemetaan hasil penataan batas;

i. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta
Tata Batas;

j-  Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan bertugas:

a. Menilai rencana trayek batas;

b. Menilai hasil identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga;
c. Menilai peta kerja tata batas;

d. Menilai peta hasil tata batas.

Tindak lanjut hasil penilaian oleh Panitia Tata Batas adalah:
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a. Menetapkan rencana trayek batas;

b. Menetapkan hasil identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga;

c. Menetapkan peta kerja tata batas definitif; dan

d. Menandatangani berita acara tata batas kawasan hutan dan peta hasil
tata batas kawasan hutan.

Pemetaan Kawasan Hutan

Pemetaan dalam rangka kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan
dilakukan melalui proses pembuatan peta:

Penunjukan kawasan hutan;

Rencana trayek batas;

Pemancangan patok batas sementara;
Penataan batas kawasan hutan;
Penetapan kawasan hutan.

Poo0T R

Selama ini tahapan pemetaan hasil tata batas ke dalam format digital
didalam kawasan hutan belum dimaksimalkan. Permasalahan utama dalam
pengelolaan data dan informasi kegiatan pengukuhan kawasan hutan
adalah belum maksimalnya ketersediaan data dan peta yang berkualitas,
akurat dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Hasil-hasil kegiatan penataan batas dan penetapan belum terpetakan
dengan baik pada peta penunjukan kawasan hutan, baik secara manual
maupun digital. Data dan informasi kawasan hutan yang telah ditata batas
maupun yang telah ditetapkan sebagian masih tersimpan di dalam arsip
konvensional sehingga sangat sulit diakses dan disajikan secara cepat.

Beberapa provinsi telah tersedia data dan informasi deskriptif,
numerik/angka maupun data spasial dari kegiatan pengukuhan kawasan
hutan tetapi umumnya masih bersifat indikatif. Mengingat kegiatan
pengukuhan kawasan hutan terkait dengan aspek hukum dan tuntutan
jaman akibat perkembangan teknologi yang cepat, maka data dan
informasinya sejauh mungkin dapat menggambarkan kondisi yang aktual di
lapangan dan tidak bersifat indikatif.

Penetapan Kawasan Hutan

Penetapan kawasan hutan merupakan hasil kegiatan tata batas kawasan
hutan yang sudah temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi
tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam
bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000.
Kegiatan tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan agar
terlaksana dengan baik dan lancar, maka didukung oleh anggaran melalui
DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA.
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2023 (termasuk ABT PNBP 2023), dan didistribusikan sesuai target tata
batas di masing-masing satuan kerja BPKHTL. Untuk mempercepat proses
pelaksanaan tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan, maka
disusun strategi mekanisme detasering tenaga pelaksana antar satuan kerja
lingkup Ditjen PKTL dan instansi lain yang terkait. Pelaksanaan perbantuan
sementara (detasering) pelaksana tata batas mengutamakan kebutuhan
dan kepentingan organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan demi tercapainya target penetapan kawasan hutan 100% di
tahun 2023.

Tujuan utama dari penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan
kawasan hutan yang mantap, yang memiliki status jelas, tegas, dan
keberadaannya mendapat pengakuan oleh masyarakat serta bebas dari
segala hak pihak lain. Dalam rangka pencapaian target penetapan kawasan
hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11 tentang
Cipta Kerja telah dimandatkan bahwa “Kawasan Hutan yang belum
dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah ini”. Mandat Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut
Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan
bahwa Pengukuhan Kawasan Hutan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun
sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Dalam mendukung hal tersebut,
percepatan pengukuhan kawasan hutan menjadi salah satu Proyek
Strategis Nasional dalam rangka program pemerataan ekonomi.

Penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan
batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan
pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi
masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Luas kawasan
hutan di Indonesia yaitu 125.664.550 Ha dengan realisasi penetapan
sampai dengan November 2024 seluas 106.617.554 Ha.

Gambar 14. Tata Batas Kawasan Hutan
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INFOGRAFIS PROGRES PENETAPAN KAWASAN HUTAN INDONESIA

- Penetapan sd 2021

Penetapan 2022

- Belum Penetapan Kawasan Hutan

RENCANA PENYELESAIAN

PENETAPAN KAWASAN HUTAN SD.
NOVEMBER 2024:
106.617.554 HA

PENETAPAN KAWASAN HUTAN

LUAS KAWASAN HUTAN: ‘
19,046,996 HA

125.664.550HA

Gambar 15. Penetapan Kawasan Hutan per November 2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serius
menyelesaikan proses penataan kawasan hutan hingga 100% pada tahun
2023. Pengukuhan kawasan hutan merupakan upaya untuk memberikan
kejelasan batas, kepastian letak, kepastian luas dan status hukum atas
kawasan hutan, serta untuk mendapatkan legitimasi publik atas kepastian
kawasan, jaminan hukum berusaha dan kelestarian lingkungan, maka perlu
dilakukan penataan batas dan penetapan kawasan hutan.

Dengan penetapan kawasan hutan 100%, sejatinya tidak ada lagi konflik
lahan dengan masyarakat dan pemilik lahan sah lainnya, karena penetapan
kawasan hutan memberikan kejelasan batas, kepastian letak, kepastian luas
dan status hukum atas kawasan hutan, serta legitimasi publik atas kepastian
kawasan, jaminan hukum berusaha dan kelestarian lingkungan.

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Sumberdaya hutan sebagai subsistem dari sumberdaya alam merupakan
salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan
secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan
sumberdaya hutan perlu dilaksanakan secara rasional berdasarkan atas
rencana yang menyeluruh dengan memperhitungkan kepentingan generasi
yang akan datang serta asas kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Dalam rangka optimalisasi fungsi hutan, kawasan hutan harus dikelola
dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Namun faktanya kawasan
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hutan yang telah ditetapkan fungsinya, mengalami perkembangan dinamika
sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi penurunan kuantitas
maupun kualitas dari fungsi Kawasan hutan dimaksud, sehingga
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tidak optimal. Mempertimbangkan
adanya perubahan dan dinamika kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun
Daerah serta dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan dapat dilakukan perubahan fungsi
kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada ketentuan
Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 yang didasarkan atas
permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim
Terpadu.

Setiap perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan,
terlebih dahulu wajib didahului dengan penelitian terpadu oleh Tim Terpadu
yang dibentuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas
lembaga pemerintah yang kompeten dan memiliki otoritas ilmiah bersama-
sama dengan pihak lain yang terkait.

Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui perubahan fungsi
antar fungsi pokok kawasan hutan atau perubahan fungsi dalam fungsi
pokok kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan dimaksudkan
untuk optimalisasi fungsi kawasan hutan, mengingat adanya keterbatasan
data dan informasi yang tersedia pada saat penunjukan kawasan hutan,
dinamika pembangunan, faktor alam, maupun faktor masyarakat, maka
perlu dilakukan evaluasi fungsi kawasan hutan.

1) Pelepasan Kawasan Hutan

Dalam rangka turut menunjang pembangunan di luar sektor
kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
mencadangkan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
untuk kegiatan pembangunan di luar kehutanan seperti perkebunan,
transmigrasi, permukiman dan/atau perumahan dan relokasi korban
bencana dan lain-lain. Pembangunan di luar sektor kehutanan tersebut
diantaranya merupakan bagian integral dalam Pembangunan Nasional
yang dalam pelaksanaan operasionalnya memerlukan adanya
sinkronisasi, sehingga dapat tercipta sinergitas pembangunan
sumberdaya hutan dan sumberdaya manusia guna memberikan manfaat
ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan. Penyediaan lahan dari
kawasan hutan untuk sektor di luar kehutanan dapat ditempuh melalui
mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan yaitu melalui
mekanisme pelepasan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun
2021. Permohonan pelepasan kawasan didasarkan atas permohonan
dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu.
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Pelepasan kawasan hutan per provinsi di Indonesia menunjukkan
variasi yang signifikan dalam jumlah dan luasnya, tergantung pada
kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
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Gambar 16. Pelepasan Kawasan Hutan Per Provinsi

Secara nasional, tren pelepasan kawasan hutan dari tahun 1984
hingga 2024 cenderung meningkat, terutama terkait dengan konversi
lahan untuk pemukiman, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Meskipun demikian, upaya pelepasan ini sering kali menghadapi
tantangan administratif dan teknis, seperti kelengkapan data serta
koordinasi antarunit yang belum optimal, sehingga memengaruhi
kecepatan prosesnya. Hal ini mencerminkan pentingnya peningkatan tata
kelola dan efisiensi dalam pengelolaan perubahan fungsi kawasan hutan
untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan
keberlanjutan lingkungan.
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Gambar 17. Trend Pelepasan Kawasan Hutan Indonesia
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a) Pelepasan Kawasan Hutan untuk Transmigrasi

Penegasan Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya
yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas 2.491 Hektar
melalui Surat Menteri LHK kepada Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: S.14/MenLHK/SETJEN
tanggal 6 Januari 2023,

Berdasarkan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Tahun 2023, perkembangan pelepasan kawasan hutan
pemukiman transmigrasi sampai dengan Desember 2023 adalah
seluas 899.794 hektar.

b) Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan untuk Budidaya Pertanian
dan Non Kehutanan Lainnya

Total data Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan untuk
Budidaya Pertanian dan Non Kehutanan Lain sampai Desember
2023 yakni 959 unit seluas 7.586.111,63 Ha.

2) TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melakukan
identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta yang dapat
dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA. Sejalan dengan tujuan dari
Reforma Agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan
hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum
atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan
menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Hasil
identifikasi lokasi ini dituangkan dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan
Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA. Peta tersebut harus direvisi
untuk pemutakhiran berdasarkan data dan informasi penutupan lahan
terkini, hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan dan masukan dari para
pihak.

Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber
TORA yang mutakhir menjadi acuan dalam penyediaan TORA dari
kawasan hutan. Selain untuk menghindari timbulnya konflik di lapangan,
revisi ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan
inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan yang
menjadi proses awal dapat diarahkan pada lokasi yang potensial untuk
diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil identifikasi terakhir yang dituangkan dalam Peta
Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan
Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria,
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dan Realisasi PPTPKH dan TORA sesuai Keputusan Menteri LHK
Nomor 6132 Tahun 2024, terdapat sekitar 4.999.401 ha sumber TORA
yang berasal dari kawasan hutan. Sesuai Peta Indikatif yang direvisi
setiap 6 (enam) bulan sekali tersebut, penyediaan sumber TORA berasal
dari:

» Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari pelepasan kawasan hutan
untuk perkebunan seluas 487.762 ha.

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas
1.119.513 ha.

Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru
seluas 60.063 ha.

Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas 361.800 ha.
Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas 553.745 ha.
Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, pertanian lahan
kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat
setempat 2.416.516 ha.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dimaksudkan
untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam
hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya
hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tujuan dari reforma agraria
adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan
lahan; untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat; menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
mendukung peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan;
memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; serta menangani
dan menyelesaikan konflik agraria. KLHK telah mengeluarkan beberapa
peraturan untuk mendukung kegiatan TORA.

TUJUAN TORA DARI KAWASAN HUTAN

VvV VYV V V

1.Memberikan 2.Menyelesaikan
kepastian hukum sengketa dan konflik
atas penguasaan dalam kawasan
hutan

tanah oleh
masyarakat di
dalam kawasan
hutan

Gambar 18. Tujuan Tora dari Kawasan Hutan
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Penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan
diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan
sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta
menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan
demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau
bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan.
Selain itu, dari TORA juga diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan
kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk
kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan lainnya.

NAWACITA RPJMN 2015-2019
Dilanjutkan RPJMN 2020-2024

= Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha)

* Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha,

REFORMA AGRARIA
|

+
TORA PE!HI.ITANM SOSIAL
n Lsc.nusnm ASET REDI"THIBU&I ASET _
4.5 Juta Ha (4,5 Juld Ha

aw ‘ ®
Wi’ o Aees
Sertifikast Tanah Tanah Transmigrasi  Ex.HGU dan 'lanah P!hlﬂm Hutan dalam periode tertentu
[PR:;A‘I?TSL} Belum Bersertipikat Terlantar Kawasan Hutan (12.7 Juta Ha)
0,6 Juta Ha 4.1 Juta Ha
Doiren [ | (0,4 Juta Ha) | )

Gambar 19. Nawacita RPJIMN
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PROGRESS TORA s.d. OKTOBER 2024

~ OHE
i B HIERE
LH I
:
’; £ = 2 2
g Sl '
n;;i.-g : § H §
I HIG :
2 |- f - E
§ |- - E
B Md[-]- sl = 1= :a
- 1 = = e = = ga
TEHHH ERHE
HHHE JHR
F £
1] i §ig_§ b g
| 3 HiAE 3
e
it P
- - (-] - [-[-]-

Tabel 7. Progres TORA s.d. Tahun 2024
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PEMANTUAN SUMBER DAYA HUTAN




BAB IV
PEMANTRUAN SUMBER DAYA HUTAN

A. Penutupan Lahan

Upaya untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan
penutupan hutan menghadapi tantangan yang sangat besar. Penutupan
hutan baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan sangatlah
dinamis. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikasi kondisi
hutan di beberapa tempat di Indonesia semakin menurun kualitasnya atau
berkurang luasnya. Untuk memastikan bahwa setiap perubahan luasan
hutan di seluruh Indonesia diketahui, maka pemantauan perubahan
penutupan hutan serta terjadinya deforestasi dan reforestasi di seluruh
wilayah Indonesia terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut untuk
menjamin terjadinya perubahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan
kebijakan yang tepat di lapangan.

Penutupan lahan pada kawasan hutan sangatlah dinamis dan berubah
sesuai tantangan yang dihadapi di lapangan. Kedinamisan perubahan
tersebut, pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi hutan di
beberapa tempat di Indonesia semakin menurun kualitasnya dan berkurang
luasnya. Beberapa penelitian dan studi pada masa lalu yang dilakukan di
Indonesia oleh berbagai institusi dunia, memberikan informasi yang cukup
banyak mengenai kedinamisan perubahan tersebut, walaupun semuanya
memang didasarkan pada studi yang terpisah-pisah dan tidak menggunakan
data dan informasi yang konsisten untuk bisa dibandingkan antara satu
dengan lainnya. Namun demikian, hal tersebut cukup memberikan
informasi.

Menjawab kebutuhan kedinamisan perubahan tutupan hutan Indonesia
tersebut, dan guna menjamin bahwa tersedia sebuah informasi perubahan
tutupan lahan secara berkesinambungan, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan, telah membangun sebuah sistem pemantauan hutan
nasional sejak tahun 2000, untuk melakukan penghitungan deforestasi
Indonesia secara periodik dengan menggunakan data pengamatan dari
tahun 1990.
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan
suatu sistem independen untuk memantau kawasan hutan dalam skala
nasional, yang disebut Sistem Monitoring Hutan Nasional (Simontana).
Sistem ini telah digunakan untuk mendukung sistem Pemantauan,
Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Reporting and Verification/MRV)
nasional terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagai perwujudan
dari komitmen untuk mempromosikan transparansi informasi. Simontana
dapat diakses melalui alamat website: nfms.menlhk.go.id.

Perubahan penutupan lahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Namun secara umum kegiatan yang menyebabkan perubahan
penutupan lahan, khususnya pengurangan luas hutan di Indonesia, antara
lain berupa konversi kawasan hutan untuk pemenuhan kebutuhan lahan
pada pembangunan di sektor lain, yaitu untuk perkebunan, pertanian, dan
pengembangan pemukiman/transmigrasi. Pengurangan luas hutan juga
dapat terjadi karena sebab lain, antara lain perdagangan kayu ilegal (illegal
trading), ataupun penebangan liar (illegal logging); aktivitas pemanfaatan
hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak menerapkan prinsip
kelestarian, perambahan dan okupasi lahan, kebakaran hutan, bencana
alam dan lain-lain.

57.000,0 96.231,4
96.000,0 -

<

95.000,0
™
-+ 94.000,0
3

*293.000,0
91.707,3

Hutan MNon Hutan
Penutupan Lahan
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—
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90.000,0

85.000,0

Gambar 20 Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023
Hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2023 menunjukkan bahwa

e Luas penutupan lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96,2
juta ha atau 51,2% dan non hutan seluas 91,7 juta ha atau 48,8%.
(Gambar 16).

e Luas penutupan lahan di dalam kawasan hutan daratan terdiri dari; 88,4
juta ha (74,8%) masih berhutan dan 29,8 juta ha (25,2%) merupakan
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lahan tidak berhutan (non hutan). Lebih jelas tentang penutupan
kawasan hutan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

KAWASAN HUTAN TOTAL

NO. | PENUTUPAN LAHAN HUTAN TETAP APL

P| | JUMLAH
b HoT Hp Jumlah i Jumizh *

1 2 g 4 5] 6 7 8 g 10 11 12

INDONESIA

=

. |Hutan 17.581,0 24.043,7 21.868,0 19.171,9 82.664,6 5.694,3 88.359,5 7.871,8 96.231,4[ 51,2

. |Non Hutan 4.263,4 5.252,2 4,918,6 10.006,5 24.440,9 5.392,8 29.833,7 61.873,6 91.7073| 488

Total 11.844.5 29.295,9 26.786,6 29.178,5 107.105,5 11.087,7 118.193,2 69.745,5 187.938,7 | 100,0

Tabel 8. Penutupan Lahan Indonesia (Ha)

PETA PENUTUPAN LAHAN INDONESIA
TAHUN 2023

Gambar 21. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023

B. Penanganan Deforestasi

Hutan adalah salah satu jenis kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa
Indonesia, sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, yang keberadaannya
perlu dipertahankan sebaikbaiknya, untuk menjamin keberlangsungan
penyediaan fungsi dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hutan itu
sendiri memiliki fungsi dan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang
sangat penting sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Dalam rangka
optimalisasi fungsi dan manfaat hutan, berdasarkan pasal 18 UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal
36 angka 2 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,
dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan
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kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah
aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan,
manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Secara berkala, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan data dinamika
luasan deforestasi sejak tahun 2006. Beberapa kegiatan yang diidentifikasi
sebagai penyebab deforestasi antara lain intensifikasi penebangan hutan
alam di area konsesi; konversi kawasan hutan untuk penggunaan sektor
lain, misalnya perluasan daerah pertanian, kegiatan pertambangan,
perkebunan dan transmigrasi; pengelolaan hutan yang tidak lestari;
penebangan liar; perambahan dan pendudukan lahan secara ilegal di
kawasan hutan; dan karhutla.

Dalam setiap periode, deforestasi mengalami peningkatan atau
pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan
akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga
mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan
hutan karena penanaman.

Untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia
telah mengeluarkan dan menerapkan sejumlah kebijakan. Hasil-hasil dari
pemantauan sumber daya hutan merupakan landasan dasar bagi berbagai
produk data dan informasi. Untuk mengurangi laju deforestasi, Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk moratorium
penerbitan konsesi baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut sejak
2011, penyediaan lahan untuk masyarakat, penyelesaian konflik
penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan dan penegakan hukum
lingkungan.

Saat ini upaya dalam mengurangi laju deforestasi bukan hanya dilakukan
pada tingkat nasional tetapi sudah merupakan salah satu kesepakatan
internasional dimana Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam
kesepakatan dimaksud. Komitmen Indonesia secara Internasional dalam
pengurangan emisi gas rumah kaca ditandai dengan terbitnya kesepakatan
Bali Action Plan pada The Conferences of Parties (COP) ke-13 United
Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali,
dilanjutkan pembahasannya pada COP berikutnya. Komitmen ini dipicu oleh
semakin tidak seimbangnya daya dukung lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh berbagai bencana alam di seluruh dunia; dimana
banyaknya kejadian bencana alam disinyalir merupakan akibat dari
kerusakan lingkungan dan perubahan suhu bumi sebagai dampak negatif
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dari berbagai aktivitas kehidupan manusia. Usaha untuk menurunkan
deforestasi adalah salah satu upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca
(GRK) yang saat ini makin dirasakan dampaknya bagi kehidupan manusia
di muka bumi.

Tingginya tekanan terhadap keberadaan hutan telah terdeteksi oleh
upaya monitoring sumber daya hutan secara periodik dengan interval 3 (tiga)
tahunan selama tahun 2000-2009. Sistem triennial ini memberikan informasi
tutupan hutan secara periodik dalam jangka waktu 3 tahunan. Sejak tahun
2011 monitoring sumber daya hutan dapat dilakukan secara periodik setiap
tahun (menjadi annual system) dan memberikan informasi yang lebih baik
dan lengkap. Sebelum tahun 2000 data hanya tersedia dua periode yaitu
1990 dan 1996 karena sistem yang belum terbentuk serta minimnya
ketersediaan data.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah konsisten
melakukan penghitungan angka deforestasi Indonesia secara periodik,
menggunakan informasi sejak tahun 1990. Perkembangan deforestasi
Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam diagram
berikut.

PROVINSI/ | KAWASAN HUTAN
NO. DEFORESTASI PADA HUTAN TETAP HPK Jumlah APL TOTAL
TIPE HUTAN HPT HP Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Hutan Alam (A+B) 4.498,2 | 6.073,6 | 17.962,8 | 50.308,1 | 78.842,6 | 5.755,9 | 84.598,5 | 49.234,9 | 133.833,4
A. Hutan Primer 857,5| 1.849,5 2.850,2 1.889,8 7.447,0 248,4 7.695,4 1.539,1 9.234,5
B. Hutan Sekunder 3.640,7 | 4.224,0( 15.112,6 | 48.4183| 713956 5.507,5 76.903,1 | 47.6958| 124.598,9
C. Hutan Tanaman* - 9,8 28,2 |- 501,1 |- 12.006,0 |- 12.488,8 54,8 |- 12.434,0 |- 2959 |- 12.729,9

2 TOTAL (A+B+C) 4.4884 | 6.101,7 | 17.461,6 | 38.302,1 | 66.353,8 | 5.810,7 | 72.164,5| 48.939,0 | 121.103,5

Tabel 9. Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (Ha) Tahun 2022 - 2023
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Gambar 22. Tren Deforestasi Indonesia
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C. PIPPIB

PIPPIB merupakan kebijakan pemerintah berupa Penghentian
Pemberian Izin Baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, yang
merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia dalam rangka
perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Ruang Lingkup PIPPIB meliputi:

o PIPPIB Kawasan, PIPPIB yang berada pada Kawasan Hutan dengan
Fungsi Hutan Konservasi dan Hutan Lindung.

e PIPPIB Gambut, PIPPIB yang berada pada lahan dengan tanah
gambut, terbentuk dari endapan bahan organik berasal dari sisa-sisa
tumbuhan yang sebagian belum melapuk dengan ketebalan 50 cm atau
lebih secara kumulatif di dalam kedalaman 80 cm dari permukaan tanabh,
dan mengandung karbon organik sekurang-kurangnya 12 %
berdasarkan berat kering. Terletak di dalam maupun di luar kawasan
hutan lindung.

e PIPPIB Primer, PIPPIB yang berada pada hutan yang terdiri dari satu
tipe dan/atau kombinasi kenampakan dari hutan lahan kering primer,
hutan rawa primer, dan hutan mangrove primer.

Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata
kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk
penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah diterbitkan
Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011, dan telah diperpanjang
sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi
Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Sebagai
tindak lanjut dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan inpres dimaksud,
serta untuk perwujudan peningkatan tata kelola hutan alam primer dan lahan
gambut, maka diterbitkan Instruksi Presiden Rl No 5 Tahun 2019 tentang
Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) menetapkan keputusan tentang Penetapan Peta Indikatif
Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
(PIPPIB) sebagai implementasi Inpres dimaksud. Pada Tahun 2021, setelah
melalui penyesuaian nomenklatur mengikuti Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kebijakan dimaksud
ditindaklanjuti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan
menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,
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Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut Tahun 2021 Periode | (PIPPIB). Berdasarkan kebijakan dimaksud,
maka pada areal PIPPIB tidak boleh diberikan pemberian izin baru sampai
dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut.
Kebijakan penundaan/penghentian izin baru merupakan salah satu upaya
berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer
dan lahan gambut serta untuk melanjutkan upaya penurunan emisi dari
deforestasi dan degradasi hutan.

2007 oTH COP menss o cnon mres o, G JARAH DAN PERKEMBANGAN
KEBIJAKAN PiPPIB

LOI INDONESIA-
NORWEGIA BERAKHIR
2021

Bali action Plan

berisi peran

penting Indonesia R

dalam pelaksanaan 7 "7

skemna REDD+. INDONESIA-NORWEGIA
2010

Kerjasama REDD+ dari Lol Inclonesia
-Norwegia diakhiri namun PIPPIB
tetap diteruskan sebagai bentuk

komitmen kebijakan mitigasi

perubahan ildim

Nomenklatur "Penundaan®
menjadi *Penghentian”

NO. 10/20M
Instruksi  Presiden  pertama  tentang
Penund Pemberian 1zin  Baru  dan
Penyempumaan Tata Kelola Hutan Alam

Gambar 23. Sejarah dan Perkembangan Kebijakan PIPPIB

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri LHK
yang menetapkan “Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
Pemanfaatan Hutan, Pengggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain”. Judul peta
tersebut kemudian disingkat menjadi PIPPIB dan dikenal sebagai “Peta
Moratorium”. Penetapan peta tersebut pertama kali disahkan pada tahun
2011 dan telah diperbarui setiap enam bulan.

Pada Agustus 2019, dengan terbitnya Inpres terbaru, terjadi perubahan
nomenklatur dari “penundaan” menjadi “penghentian”. Sebagai tindak
lanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian
menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan “Peta Indikatif
Penghentian Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan
Lahan Gambut”.
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KLHK telah menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan
Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut (PIPPIB) Tahun 2023 Periode II.

INPRES 5/2019
Apona 3018

INSTRUKSI PRESIDEN = Perpanjangan setiap 2 (dua) tahun sekali “menjodi "PENGHENTIAN
PIPPIB TAHUN 2019

INPRES ____ $K.7099 /MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 /8/2019
10 ’1201 1 SK.323 /Menhut-II/2012 SK.7416/Menhut-Vil/ SK.277'1 fMenhut-Vil/ SK.6315/Menhut-Vil/ 28 Agustus 2019
R 20 Juni 2011 IPSDH/2011 IPSDH, 2012 IPSDH/2012
10 Mei 2011 ezt 1 Novarbar 2012 PIPPIB TAHUN 2020 PERIODE |

22 November 2011
SK.B51 /MENLHK-PKTL/IPSDH /PLA.1 /2/2020

INPRES PIPPIB TAHUN 2020 PERIODE II

6,201 3 SK.2796/Menhut-VIl/ SK.6018/Menhut-VIl/ SK.3706 /Menhut-VIl / SK.6982/Menhut-VIl/ SK.4945 /MENLHK-PKTL/IPSDH /PLA.1 /8,/2020
. IPSDH/2013 IPSDH/2013 IPSDH/2014 IPSDH /2014 26 Agustus 2020
13 Mei 2013 16 Mei 2013 13 November 2013 13 Mei 2014 13 November 2014 =

PIPPIB TAHUN 2021 PERIODE |

INPRES 15 Februari 2021

8/2015 SK.2312/Menhut-Vil/  SK.5385/MENLHK-PKTL/  SK.2300/MENLHK-PKTL/  SK.6347/MENLHK-PKTL/ PIPPIE TAHUN 2021 PERIODE Il
i IPSDH/2015 1PSDH/2015 1PSDH/PLA.1/5/2016 IPSDH/PLA.1/11/2016
13 el 2015 27 Mei 2015 20 November 2015 20 Mei 2016 21 November 2016 SK.5446 /MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021
26 Agustus 2021
PIPPIB TAHUN 2022 PERIODE |
INPRES
SK.1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 /3/2022
6/2017 SK.351/MENLHK/ SK.6559/MENLHK-PKTL/  SK.3588/MENLHK-PKTL/  SK.B599/MENLHK-PKTL/ 11 Maret 2022
. SETIEN/PLA.1/7/2017  IPSDH/PLA.1/12/2017  IPSDH/PLA.1/5/2018 IPSDH/PLA1/12/2018
17 Juli 2017
ol 31 30 2017 4 Desember 2017 28 mei 2018 17 Desember 2018 RIERTBIE, LHNL202 21BERIODEN

SK.75%4/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 /9,/2022
29 September 2022
PIPPIE TAHUN 2023 PERIODE |
SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 /372023

pENETnpnN 28 Maret 2023

SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023
22 November 2023

Gambar 24. Perkembangan Penetapan Inpres dan SK PIPPIB

Melalui Keputusan Menteri LHK nomor SK.12764/MENLHK-
PKTL/IPSDH/ PLA.1/11/2023 tanggal 22 November 2023, PIPPIB Tahun
2023 Periode Il disusun berdasarkan PIPPIB Tahun 2023 Periode | dengan
mengakomodir pemutakhiran data pada enam bulan terakhir. Hasilnya,
terjadi pengurangan luas areal sebesar + 60.668 Ha yang mana pada
periode sebelumnya seluas + 66.673.560 Ha menjadi seluas + 66.612.892
Ha pada PIPPIB Tahun 2023 Periode I ini.

1. Kategori PIPPIB Kawasan 51.566.248 51.543.022
2. Kategori PIPPIB Gambut 5.259.900 5.227.615
3. Kategori PIPPIB Primer 9.847.412 9.842.255

JUMLAH 66.673.560 66.612.892

Tabel 10. Luas Areal PIPPIB Per Kriteria

Dalam proses penyusunan dan revisi PIPPIB, Sesuai AMAR KETIGA dari
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, mengamanatkan kepada Menteri
LHK untuk melakukan revisi terhadap PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali
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setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah non
kementerian terkait serta menetapkan PIPPIB hutan alam primer dan lahan
gambut yang telah direvisi. Penyusunan dan revisi PIPPIB ini mengakomodir
perkembangan di lapangan, pengecualian-pengecualian di dalam Inpres,
dan perbaikan data spasial dengan memperhatikan urusan perubahan tata
ruang, pembaharuan data perizinan, masukan dari masyarakat, dan hasil
survei kondisi fisik lapangan (Belinda, 2022).

PIPPIB bertujuan untuk menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan
dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut, upaya
menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial,
budaya, dan lingkungan. Secara tegas, PIPPIB adalah bentuk upaya
berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer
dan lahan gambut, serta melanjutkan upaya penurunan emisi dari
deforestasi dan degradasi hutan.

Publik dapat mengakses dan mengunduh informasi terkait geospasial
dan PIPPIB Tahun 2022 Periode | melalui Sistem Informasi Geospasial
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGAP KLHK).

TREND PENGURANGAN/PENAMBAHAN LUAS AREAL PIPPIB (RIBU HA)

66.613

B 7,000 66.322 6162 66512

&6,000 =
66,007 66.27TR 66139

H5,000
g 64.796 64.701 G5.086
RV .70 S
G088

LUAS (RIBU HA)

43.000
PIPPIO PIPPIE PIPPIG PIPPIG PIPPID PIPPID PIFPID PIPPID PIPPID PIPFID PIPPID PIPPID PIPRIB PIPPID PIPPID PIPPIE PIPPID PIPPIG PIPRIB PIPPIB PIPPID PIFPID PIFPID PIFPID PIRPID
1 i W v VMW VI K X oW M MM XV 2009 20201 202011 20211 20210 20220 202211 2023 2023)1

PENUNDAAN PENGHENTIAN

Gambar 25. Tren Pengurangan/Penambahan Luas Areal PIPPIB (Ribu HA)

D. Sistem Informasi Geospasial (SIGAP)

SIGAP diselenggarakan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan (IPSDH) selaku Walidata Geospasial dan didukung
oleh Unit Kerja eselon 1l lingkup KLHK selaku Produsen Data Geospasial
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berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan IGT lingkup KLHK, dengan maksud agar terwujud
tata kelola IGT lingkup KLHK yang terintegrasi, terkini dan mudah diakses
untuk mewujudkan satu data hutan Indonesia dalam rangka mendukung
good forest governance. Basis Data Geospasial SIGAP KLHK digunakan
sebagai sumber data bagi Sistem Informasi Kehutanan untuk kegiatan
perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan,
serta pemantauan antara lain kawasan hutan, penutupan lahan, dan
kegiatan lainnya di tingkat nasional maupun sub-nasional.

SIGAP KLHK merupakan sistem penyelenggaraan Informasi Geospasial
Tematik (IGT) lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan
berkesinambungan serta berdayaguna untuk memberikan kemudahan
dalam berbagi pakai data dan IGT melalui akses ke jaringan dengan tetap
memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data. SIGAP KLHK
merupakan salah satu Simpul Jaringan yang terintegrasi dengan Jaringan
Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 27
tahun 2014 tentang JIGN.

SIGAP KLHK memungkinkan para pengguna (user) yang berada di
tempat berbeda dan kapan saja dapat memanfaatkan IGT KLHK untuk
berbagai kebutuhan analisis dengan mudah dan cepat sehingga pekerjaan
menjadi lebih efektif dan efisien. SIGAP KLHK menyediakan layanan IGT
terkini, akurat, dan berkualitas sesuai standar yang dapat dimanfaatkan
dengan cepat dan mudah, sehingga dapat menjadi dasar yang mutakhir dan
memadai untuk mengambil tindakan segera dan kebijakan strategis serta
keputusan yang membutuhkan kajian yang lebih detil dalam rangka
mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

SIGAP KLHK menyajikan IGT (peta tematik) yang diproduksi oleh para
Produsen Data Geospasial lingkup KLHK dalam bentuk Peta Interaktif,
Analisis Spasial dan Peta Cetak, serta Publikasi Buku, Peraturan dan
informasi lainnya terkait penyelenggaraan IGT lingkup KLHK. Sebagai salah
satu simpul JIGN, SIGAP KLHK telah meraih penghargaan Bhumandala
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Award yang
diselenggarakan
oleh Badan
Informasi
Geospasial setiap
dua tahun sekali,
yaitu pada Tahun
2014 meraih
Terbaik 1, Tahun

2016 meraih Terbaik 2014, 2015?251“:,“2’2'22,“;‘:32233
I, Tahun 2018
sebagai simpul
jaringan terbaik Bhumandala Kanaka, Tahun 2020 meraih simpul jaringan
terbaik Bhumandala Rajata, Tahun 2021 meraih BIG Top Geospatial Data
Sharing Kategori Kementerian/Lembaga, dan pada Tahun 2022 berhasil
meraih penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) untuk kategori
Kementerian/Lembaga, serta pada Tahun 2024 meraih tiga penghargaan
Bhumandala Award yang meliputi Medali Emas untuk Kinerja Simpul
Jaringan, Medali Emas untuk Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Tematik dan penghargaan Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik.
Penghargaan ini diberikan atas prestasi KLHK dalam mengembangkan
simpul jaringan dan meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial.
Penghargaan Bhumandala diberikan kepada Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil
menerapkan 5 (lima) pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasiolan (JIGN).
Kelima pilar tersebut meliputi pilar kebijakan, pilar kelembagaan, pilar
sumberdaya manusia, pilar standar dan pilar teknologi dalam
pengembangan simpul jaringan.

Fungsi SIGAP KLHK meliputi:

BIG TOP GEOSPATIAL DATA SHARING
Kategori Kementerian,/Lembaga

JUMLAH 99 IGT Tahun 2021

Bhumandala Award Kanaka
(Emas) Kategori Simpul Jaringan Terbaik
Kementerian/Lembaga Tahun 2022

Bhumandala Award Kanaka
(Emas) Kategori Inovasi Pemanfaatan

35 PRODUSEN DG

Informasi Geospasial Tahun 2023

KARAKTERISTIK TIPE & FORMAT DATA

IGT DALAM
SIGAP KLHK

INTEGRASI

SKALA, SISTEM REFERENSI
& PERIODE

Gambar 26. Karakteristik IGT SIGAP

1) Gerbang utama akses IGT dan sebagai sarana tata kelola berbagi data
dan IGT.

2) Pusat Data bagi sistem informasi/aplikasi berbasis spasial lingkup KLHK.

3) Manajemen Harvesting metadata dari Simpul Jaringan (KLHK) ke
Penghubung Simpul Jaringan (BIG).

4) Sarana pencarian metadata spasial dan metaservice.

5) Fasilitas pencarian IGT dalam JIGN dengan format WMS.
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Gambar 27. Alur Pelayanan Permohonan Data Geospasial KLHK
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BAB V
RENCANA KEHUTANAN NASIONAL 2011-2030

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) berisi arahan-arahan
makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi
kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar
kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk
jangka waktu 20 tahun. RKTN 2011-2030 disusun berdasarkan visi 2030,
yakni kondisi normatif yang diharapkan dapat dicapai di akhir periode
perencanaan. Adapun visi tersebut adalah: “Tata kelola kehutanan untuk
berfungsinya sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat”.
Sedangkan Misi adalah cara atau upaya-upaya yang dilakukan untuk
mencapai visi pembangunan kehutanan 2011-2030 yang dinyatakan secara
normatif. Misi pembangunan kehutanan terdiri atas 6 (enam) misi dimana
masing-masing misi  diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
pembangunan. Adapun rincian misi beserta masing-masing tujuannya
sebagai berikut:

a. Mewujudkan kecukupan luas kawasan hutan yang proporsional.

b. Reformasi sistem tata kelola kehutanan.

c. Mewujudkan pengelolaan multi manfaat hutan secara lestari dan
berkelanjutan.

d. Meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan hutan.

e. Mewujudkan pembangunan kehutanan dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.

f.  Menguatkan posisi kehutanan di tingkat nasional, regional dan global.

Agar dapat dioperasionalkan dengan baik, misi RKTN kemudian
dijabarkan dalam 6 (enam) butir tujuan yang merupakan gambaran kondisi-
kondisi ideal yang lebih operasional dan mudah diukur yang hendak
diwujudkan di akhir periode perencanaan. Adapun tujuan pembangunan
kehutanan 2011-2030 adalah tercapainya:

1) Tersedianya luas kawasan hutan yang cukup dengan fungsi dan
sebaran yang proporsional dalam memenuhi tantangan nasional dan
global,

2) Terwujudnya tatanan baru penyelenggaraan kehutanan;

3) Terwujudnya multi manfaat hutan yang optimal pada semua fungsi
hutan;

4) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kontribusi optimal
kehutanan dalam pembangunan yang berkeadilan;
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5) Terwujudnya pembangunan kehutanan yang ramah lingkungan; dan
6) Meningkatnya pengakuan peran dan posisi kehutanan Indonesia di
tingkat regional dan global.

RKTN 2011-2030 menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada
tingkat yang lebih rendah termasuk perencanaan kehutanan di wilayah
provinsi, kabupaten/kota dan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Rencana
tersebut dikembangkan sebagai rencana berbasis spasial untuk
menunjukkan situasi terkini kawasan hutan negara dan memberikan arahan
dalam pemanfaatannya. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses
penyusunan rencana tersebut dilakukan di tingkat nasional dan sub-
nasional. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sebagai
acuan dalam Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan,
Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),
Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Penyusunan Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, Koordinasi perencanaan jangka panjang
dan menengah antar sektor, Pengendalian kegiatan pembangunan
kehutanan.

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan nasional diarahkan menjadi
6 (enam) arahan makro yang meliputi: arahan untk kawasan konservasi,
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut, Kawasan
Prioritas Rehabilitasi, Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis
Korporasi, Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, dan
Kawasan untuk Non Kehutanan. Penentuan arahan spasial pemanfaatan
kawasan hutan dilakukan dengan melakukan analisis spasial dengan
menggunakan 31 peta tematik berdasarkan kriteria tertentu. Mengingat
RKTN ini adalah perencanaan pada tingkat nasional maka data dasar yang
digunakan adalah peta tematik dengan skala 1 : 50.000. Arahan ruang
pemanfaatan kawasan hutan pada periode tahun 2011 sampai dengan 2030
bertumpu pada satuan pulau di tujuh pulau besar Indonesia: Pulau
Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Pulau Bali-
Nusa Tenggara.

Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan
akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun
demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari
berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah, maka perlu
dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi
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kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan nasional agar dapat lebih
menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang kehutanan.
Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi
usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review Rencana Tata
Ruang Wilayah. Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk
mempertahankan pemenuhan luas hutan dan kawasan hutan pada pulau
secara proporsional, yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan
kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan nasional dan daerah,
kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan
masyarakat. Kawasan hutan yang dipertahankan berupa kawasan hutan
yang mempunyai fungsi perlindungan jasa ekosistem terhadap tata air,
emisi, dan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat tinggi, serta
kawasan hutan yang sudah dikelola dan berpotensi tinggi dan layak untuk
dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan
hutan vyang terindikasi adanya penguasaan masyarakat lainnya,
permukiman, transmigrasi, sawah, tambak atau infrastruktur umum serta
pemenuhan kebutuhan sektor Ilain yang berbasis lahan serta
pengembangan infrastruktur umum nasional dan daerabh.

Optimasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada
benar-benar mantap, bebas dari konflik dan target-target pembangunan
kehutanan tetap terpenuhi. Atas dasar kondisi di atas, sampai dengan tahun
2030 luas kawasan hutan di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan
produksi tetap (HP) pada 2 (dua) arahan pemanfaatan (kawasan prioritas
rehabilitasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis koorporasi)
diperkirakan secara efektif hanya dapat dimanfaatkan sekitar 80%.
Diskenariokan bahwa 20% atau sekitar 7,51 juta hektar kawasan hutan dari
kedua arahan pemanfaatan pada hutan produksi tersebut dialokasikan
untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan
sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman. Skenario ini
merupakan bagian dari resolusi konflik tenurial yang terjadi di dalam
kawasan hutan. Total kawasan yang dialokasikan untuk mendukung hal
tersebut diatas sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan mencapai
13,07 juta ha.

Karena pengurangan kawasan hutan dalam proses review tata ruang
terjadi di semua fungsi kawasan maka untuk menjaga agar target-target
pembangunan kehutanan tetap tercapai, dilakukan optimasi kawasan hutan,
dimana pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) pada 4 (empat)
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arahan pemanfaatan (kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem
gambut, kawasan prioritas rehabilitasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan
berbasis koorporasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis
masyarakat) dikembalikan fungsinya menjadi Hutan Produksi (HP). Dengan
skenario seperti di atas, maka pada tahun 2030 luas kawasan hutan yang
secara efektif dapat dimanfaatkan adalah seluas 112,85 juta hektar atau
89,62% dari luas kawasan saat ini.
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Gambar 28. Tujuan Tora dari Kawasan Hutan
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BAB Vi
PENGGUNRAN KAWRSAN HUTAN

A. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan,
keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dengan luasan yang
cukup dan dijaga agar daya dukungnya tetap lestari. Pembangunan
kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang
tidak terpisahkan sehingga harus selaras dengan dinamika pembangunan
nasional.

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menggunakan
kawasan hutan meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit,
transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan,
pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio stasiun
relay televisi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang
tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan
pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air,
pembangunan jangan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air
limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan
keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, atau penampungan
sementara korban bencana alam.

Penggunaan kawasan hutan wajib mempertimbangkan batasan luas,
jangka waktu tertentu, dan kelestarian lingkungan. Penggunaan Kawasan
Hutan sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan di dalam:

a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
b. Kawasan Hutan Lindung.

Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok
Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu
tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan Kawasan Hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat
dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat
dielakkan, dan dilakukan dengan mekanisme:

a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri;
b. persetujuan kerjasama dengan surat Direktur Jenderal atas nama
Menteri; atau
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C.

persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat Direktur
Jenderal atas nama Menteri.

Untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial

untuk luas paling banyak 5 Ha (lima hektare) dan pertambangan rakyat,
kewenangan pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
dilimpahkan kepada gubernur,.

Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan

Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri meliputi:

a.

b.

o

religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman nonkomersial dan
wisata rohani;

pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan
gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara
lain jalan, pipa, conveyor dan smelter;

ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi
listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
panas bumi;

telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar
radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan
keantariksaan;

jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana
transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain
tambang antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau
sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan,
pertanian, perikanan atau lainnya;

waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana
dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;

industri selain industri primer Hasil Hutan;

pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan
tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara
(PLBN), jalan inspeksi;

prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu
lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana
meteorologi, klimatologi dan geofisika;

jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan
lahan usahanya yang bersifat sementara;

pertanian tertentu dalam rangka Ketahanan Pangan;

pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; dan/atau

tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah,
atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
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Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas
Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah melalui
mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau

b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah,
dengan ketentuan:
1) bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan;
2) bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi
Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian Pengelolaan Hutan
dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk menghindari fragmentasi Kawasan
Hutan, antara lain pembangunan jalan umum, jalan tol, jalan angkutan
produksi, jalur kereta, tower dan saluran transmisi ketenagalistrikan, saluran
transmisi telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, saluran air, saluran
irigasi, pipa air minum dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan.

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai persetujuan
pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan
peralatan. Berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan,
Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat melakukan
penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar
PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan komersial dilakukan dengan
ketentuan:

a. pada provinsi yang melampaui Kecukupan Luas Kawasan Hutan wajib:
1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, dan
2. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS terutama
pada Kawasan Hutan untuk Penggunaan Kawasan Hutan dengan
ratio 1:1 (satu berbanding satu).
b. pada provinsi yang sama dengan atau kurang Kecukupan Luas
Kawasan Hutan waijib:
1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan,
2. membayar PNBP Kompensasi, dan
3. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS terutama
pada Kawasan Hutan untuk Penggunaan Kawasan Hutan, dengan
ratio 1:1 (satu berbanding satu).

Sedangkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak
diwajibkan membayar PNBP-PKH dan melakukan penanaman dalam
rangka Rehabilitasi DAS, adalah untuk kegiatan yang meliputi:
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a. kegiatan Proyek Strategis Nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta
Ketahanan Pangan (Food Estate) dan ketahanan energi yang
diselenggarakan oleh pemerintah yang bersifat nonkomersial;

b. kegiatan survei dan eksplorasi;

c. pertahanan dan keamanan;

d. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu
lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana
meteorologi, klimatologi dan geofisika;

e. infrastruktur oleh instansi pemerintah atau fasilitas umum termasuk di
dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana dan sosial
yang terbangun yang bersifat nonkomersial;

f. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat
sementara; atau

g. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani.

Berdasarkan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Tahun 2023, perkembangan persetujuan penggunaan kawasan
hutan sampai dengan Desember 2023 untuk survey/eksplorasi tambang
seluas 4.906.249,90 hektar dan non tambang seluas 84.221,34 hektar.
Sedangkan untuk operasi produksi tambang seluas 628.178,68 hektar dan
non tambang seluas 89.717,09 hektar.

Survey/Eksplorasi Operasi Produksi

Tahun
Tambang (Ha) el 'I(':g;bang Tambang (Ha) Non Tambang (Ha)
s.d. 2018 4.490.116,57 25.783,15 221.799,68 57.541,53
2019 84.312,87 5.113,22 35.328,65 6.306,85
2020 28.709,69 3.185,46 52.522,03 5.596,09
2021 50.034,24 9.885,14 55.541,15 5.440,28
2022 88.558,61 38.073,40 78.050,24 8.209,95
2023 164.510,25 2.180,97 185.026,24 6.622,40
s.d. 2023 4.906.249,90 84.221,34 628.178,68 89.717,09

Tabel 11. Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Tambang dan Non Tambang

B. Ketentuan Pengenaan Pembayaran PNBP-PKH

Penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 pada tanggal
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22 Desember 2015 dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menunjukan
pengaruh dengan peningkatan jumlah PPKH dari tahun ke tahun.

Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan
Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian
penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh
dari Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang melayani Pembayaran
PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan
monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan
Kawasan Hutan Online.

Realisasi pendapatan PNBP-PKH tahun 2023 sebesar
Rp.2.622.162.816.711,- dari target sebesar Rp 1.609.961.629.000,- atau
163%. Penerimaan ini mengalami penurunan apabila apabila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan PNBP-PKH tahun 2022
sebesar Rp.2.934.657.003.639,- dari target sebesar Rp.1.770.700.460.000,-
atau 165,73%. Realisasi penerimaan PNBP-PKH di tahun 2024 s.d 18
Oktober 2024 sebesar Rp.2.494.228.607.585,- (107,94%) dari target
penerimaan sebesar Rp.2.310.937.672.000,-
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Gambar 29. Grafik Penerimaan PNBP-PKH Tahun 2018 - 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan
dibayar secara self assessment oleh Pemegang IPPKH selaku wajib bayar
berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas
penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. Self
assessment dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung
setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya persetujuan
penggunaan dari perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal
tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran PNBP
penggunaan kawasan hutan oleh wajib bayar telah dilakukan verifikasi yang
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meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran
dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun. Pelaksanaan
verifikasi PNBP ini oleh BPKHTL. Pada Tahun 2020 telah dilakukan
verifikasi PNBP pada 153 lokasi, tahun 2021 pada 248 lokasi, Tahun 2022
pada 182 lokasi dan terakhir di Tahun 2023 pada 226 lokasi.

Pengelolaan PNBP-PKH telah dilakukan melalui integrasi antara Sistem
Informasi PNBP-PKH online dengan sistem informasi PNBP online
(SIMPONI). Sistem ini diterapkan untuk mempermudah dan mempercepat
proses penatausahaan PNBP-PKH. Strategi yang ditempuh untuk
meningkatkan PNBP PKH antara lain:

o Penagihan dan teguran tertulis 1 5.d. 3

Bimbingan Teknis dan Monitoring pembayaran PNBP-PKH di setiap Provinsi

Pemegang PPEKH yang memiliki PNBP-PKH Terutang tidak mendapatkan
pelayanan administrasi terkait penggunaankawasan hutan

Menyerahkan PNBP-PKH Terutang kategori macet kepada KPENL Jakarta v
yang memiliki kewenangan blokirrekening, sita aset dan sita badan

Pembekuan PPKH

Pencabutan PPKH

Gambar 30. Strategi Peningkatan PNBP-PKH
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PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN




BAB Vil
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
WILAYAH DAN SEKTOR

Instrumen tata lingkungan memegang peran yang sangat penting dalam
proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen tata
lingkungan menjadi acuan mendasar dalam implementasi penataan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan
pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di tingkat landscape.
Hal ini tidak terlepas dari desakan untuk melaksanakan pembangunan dan
pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.

A. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program. KLHS merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa
prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi
pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang
bersifat strategis, yakni pada arah Kebijakan, Rencana dan Program
Pembangunan (KRP).

Kebijakan pembangunan nasional memprioritaskan pada pembangunan
berkelanjutan yaitu memperhatikan kepentingan lingkungan hidup sekaligus
ekonomi dan sosial ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan
pembangunan. Oleh karena itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
dimanfaatkan sebagai alat kajian yang tatarannya pada tingkat stratejik,
pada penyusunan rencana tata ruang, dan rencana program pembangunan.
Peran penting inilah yang menjadi pokok pemikiran untuk menerapkan
KLHS dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan
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Peraturan Zonasi (PZ) suatu wilayah, sehingga tujuan pemanfaatan ruang
wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat diwujudkan.

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, Gubernur, dan
Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib membuat KLHS
untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, baik di tingkat nasional, daerah
provinsi, maupun daerah kabupaten/ kota.

Apa itu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pasal 15 ayat (1) UU 32/2009: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS....”

Landscape Environmental-Safeguard

Neliijakan Rencana dan Progran (KBF]
[e Rencana Tala Ruang, RPIM

Apa Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS) atau SEA?

“Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

(Pasal 1 angka 10 UU 32/2009 PPLH)

Gambar 31 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan
beberapa kementerian dan kementerian koordinator, antara lain
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi -- telah menyelesaikan penyusunan dua KLHS
yang sangat penting, khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Negara yang
baru (selanjutnya 'KLHS Ibu Kota Negara') dan juga Program Nasional
Pengembangan Food Estate. Penilaian kedua KLHS tersebut dilaksanakan
melalui rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan pendekatan
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Participatory Rapid Ex-Ante Assessment, yang melibatkan pemangku
kepentingan di tingkat nasional, regional, dan tapak, termasuk masyarakat
adat.

KLHS Ibu Kota Negara telah dilaksanakan pada tahun 2019 setelah
Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi ibu kota negara yang baru.
KLHS Ibu Kota Negara bertujuan untuk memberikan arahan-arahan
perlindungan dan kriteria-kriteria pengamanan lingkungan (environmental
safeguards) terhadap kebijakan atau konsep umum pemindahkan IKN |,
khususnya terkait dengan pengamanan lingkungan dan sosial, yang harus
diikuti sebagai konsekuensi dari kebijakan pemindahan ibu kota negara ke
Provinsi Kalimantan Timur.

KLHS Ibu Kota Negara juga bertujuan untuk memastikan bahwa pola pikir
pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan sedini mungkin ke dalam
kebijakan, rencana, dan program terperinci lebih lanjut yang telah dimulai
pada tahun 2020, seperti rencana induk, perencanaan tata ruang, dan lain
sebagainya.

KLHS Ibu Kota Negara telah merekomendasikan sepuluh kriteria yang harus
dipenuhi dalam proses pembangunannya, yaitu:

1. Harus memiliki pengelolaan DAS yang tepat.

2. Harus memiliki jaringan ruang terbuka hijau yang terstruktur.

3. Harus memiliki rata-rata lahan terbangun/bangunan tidak lebih dari 50
persen.

4. Harus memiliki efisiensi dalam konsumsi air.

5. Harus memiliki jejak ekologis per kapita yang rendah.

6. Harus memiliki kualitas udara yang baik dan suhu rata-rata yang

'dingin’.

Harus memiliki kualitas air permukaan yang baik.

Harus sepenuhnya melindungi habitat satwa liar di dalam dan di

sekitar kawasan calon ibu kota baru.

9. Harus memiliki lanskap 'hutan hujan tropis' dengan merevitalisasi
spesies asli Kalimantan, baik yang termasuk dalam genus
dipterokarpa dan non dipterokarpa.

10. Harus menerapkan platform teknologi untuk memantau kualitas
lingkungan, kualitas tutupan lahan/hutan/vegetasi, kemajuan
pemulihan lingkungan, kepatuhan hukum, dan alat untuk memberikan
peringatan dini kepada warga tentang bencana, konflik satwa liar,
polusi, dan limbah padat.
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— o
HASIL REKOMENDASI KLHS IKN (KLHK, 2019)

1 0 Prinsip Smart & Forest City 5 Peta Jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan

1. Harus berbasis pengelolaan DAS

2. Memiliki jaringan ruang hijau yang terstrukfur

3. Wilayah terbangun 50% dengan kepadatan
dan proporsi lahan terbangun rendah

4. Konsumsi air harus sangat efisien

5. low ecological footprint — low carbon

foofprint

Kualitas udara baik dan suhu udara sejuk

Memiliki kualitas air permukaan yang baik

Melindungi habitat satwa

Terevitalisasinya lansekap “Hufan Hujan

1. Pemulihan pasca tambang
Peningkatan kualitas air permukaan
Pemulihan ekosistem hutan hujan
tropis

perbaikan kualitas habitat satwa liar
Pengembangan masyarakat
eksisting di wilayah IKN dan satelit

o W

©oN®

Tropis™ 4 Kebutuhan Feasibility Study Lanjutan
10. Penerapan Elemen Smart City untuk

Pengelolaan Lingkunga

4 Usulan kebijakan untuk dukungan

Keberlanjutan (Sustainability Enabler
Policy)
1. Pengendalian ekspansi fisik wilayah satelit
2. Penyempurnaan RTRW Pulau dan Provinsi
3. Penguatan ekspresi identitas masyarakat
lokal & penataan ruang fransisi peri-

air tapak

pesisir, dan laut
+ Ekosistemkarst dan

urban/desa kota . Felagami tonsk
4. Kebijakan afirmatif dan pengembangan SRt

kecamatan dan desa eksisting

Gambar 32. Hasil Rekomendasi KLHS IKN

KLHS program pengembangan kawasan food estate dimulai pada tahun
2020 sebagai jawaban atas kebutuhan lahan untuk peningkatan ketahanan
pangan. Lokasi untuk pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan
Tengah, merekomendasi reposisi areal eks-PLG . Program ini bukan untuk
menghidupkan kembali PLG, melainkan untuk mengembangkan proyek
ketahanan pangan terpadu yang modern dan berkelanjutan, serta
mengintegrasikan lima pertimbangan utama: hutan, lahan gambut, tata
kewilayahan, investasi dan sumber daya manusia, serta teknologi. Hasil
awal dari proses KLHS kawasan food estate mencakup tiga rekomendasi
dengan studi yang akan berlanjut pada tahun berikutnya. Ketiga
rekomendasi tersebut adalah:

1. Mengembangkan lahan eks-PLG sebagai food estate nasional yang
terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.

2. Reposisi beberapa lahan eks-PLG yang terdegradasi menjadi food
estate baru.

3. Untuk menerapkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat,
pengelolaan perumahan, dan memastikan adanya perlindungan
kepada pemerintahan desa dan adat.

Pembangunan kawasan food estate akan dilakukan secara hati-hati,
tanpa menggunakan metode pembakaran sebagai alat pembukaan lahan,
dan tanpa merusak lahan gambut. Ekosistem gambut yang sehat akan
diprioritaskan untuk pembasahan kembali, dan untuk revegetasi dengan
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tanaman yang sesuai dengan ekosistem gambut alami, yang akan
menyediakan habitat yang kondusif bagi flora, fauna, dan pelestarian
keanekaragaman hayati, serta mendukung adanya ketahanan pangan yang
berkelanjutan.

Proses Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Linokungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengkaijian Pengaruh KRP Terhadan Kondisi LH Alternatif Rekomendasi

Muatan KRP yang 1. Perubahan tujuan,target KRP;

[Pasal TPPagf2008)
r Lingkup, metode, teknik

BERPOTENS| dan kedalaman analisis = r""':""" stratagl pencapalan
menimbulkan KIIP berdasarkan 5 Aspek arget; _
pengaruh terhadap 3. Perubahan/penyesuaian Untuk

(Pasal 10 PP 4612016) MMI&;:: INTERAKSI | ukuran, skala, dan lokasi yang
antara Materi Muatan KRP

dengan Jsu Strategls PB

kondisl Lingkungan
Hidup

Pengambilan
lebih 2 KRP
PB;

10 Kriteria +
Muatan KRP: Direct

= Analisis pengaruh KRP Perumusan alternatif
i f ch
SO terhadap Kondisi LH penyempurnaan KRP

1. DDL/DTL; ok {Pasal 11-13 PP 46/2018) (Pasal 15 PP No, 46/2016)
2. Dampak dan risiko -
A Isu-Isu Strategis Patacas ok a7 / -
. Kinerja Jasling; - FULG proses,
ik . 8 Pembangunan 2. Pedoman, acuan, standar & best e
4. BENCANA; S —— T perkembangan Iptek 1. Perbaikan KRP;
5. Status mutu dan (Pasal8® F'P!"Z(‘al‘i'l 3. Hasil pu‘!elitian; 5. Penundaan, perbaikan 2. Infermasi jenis usaha
ketersedian SDA; < 4, Kesepakatsn sntar shil urutan atau parubahan danfatau keglatan
6. KEHATI; - . prioritas pelaksanaannya; yang telah
7. Kerentanan & L Paling sedikit MEMUAT KAJIAN (ANALIS . Pemberian arshan atau melampaui DOL/DTL
kapasitas adptasi || 1+ Karekteristik wilayah; P JHAT ) rambu-rambu untuk dan tidak
Perubahn IKlim: 2. Tingkat pentingnya potensi 1. Efisiensi pemanfaatan SOA; mempertahakankan atau diperbolehkan lagi
8. Penduduk miskin: dampak; 2. Dampak dan risiko LH; meningkatan fungsi
S L s tha 3, Keterkaltan antar isu strategls; || 3. Tingkat ketahanan dan potensi kehati ekosistem;
9. Kesmas; 4. Keterkaitan dengan materi 4. Kinerja jasa ekosistem 7. Pembrian arahan atau rambu- = id
10Ancamen muatan KRP; 5. Kapasitas DOL/DTL; rambu mitigasi dampak dan it
perlindungan 5, RPPLH; 6. Tingkat kerentanan dan adaptasi risike LH = Minimize
kawasan tertentu. 6. Hasil KLHS KRP terkait. Perubahan lkdim; *  Restore

Gambar 33. Proses Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan

fungsinya bertanggung jawab untuk memastikan agar amanah peraturan
tersebut di atas dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dipandang
perlu untuk dilaksanakan kegiatan asistensi teknis dan validasi KLHS yang
terjamin kualitasnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup dalam rangka memberikan dukungan bagi percepatan
pembangunan dan investasi.

Pada tahun 2023 berdasarkan target capaian kinerja, terealisasi 65

Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam Kebijakan,
Rencana dan/atau Program yang terdiri dari:

YV VVVYVYY

KLHS RTRW Provinsi (20)

KLHS RTR Kawasan Strategis Nasional (19)
KLHS RDTR (17)

KLHS RPJPD (6)

KLHS KRP Lainnya (3)

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi

peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2024 (s.d. 18 Oktober) telah
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dilakukan validasi sebanyak 67 KLHS, yang terdiri dari 32 KLHS RTRW, 32
KLHS RPJPD dan 3 KLHS RPJMD.

r 1

Gambar 34. Grafik Validasi KLHS

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Kegiatan Penetapan dan Pengembangan Perangkat DDDTLH ini dibagi
menjadi 2 (dua) sub kegiatan yaitu kegiatan (1) Penetapan Daya Dukung
dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional; dan (2) Update
(Pembaruan) Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup Nasional. Sedangkan kegiatan bimbingan teknis,
asistensi teknis dan fasilitasi penyusunan D3TLH merupakan kegiatan yang
menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS), namun dalam
pelaksanaannya tidak/belum didukung oleh pendanaan/anggaran.

Output utama kegiatan Penetapan DDDTLH Nasional adalah Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Daya Dukung
dan Daya Tampung Air Nasional dengan skala informasi 1:250.000.
Informasi DDDTLH Nasional bersifat indikatif dan memerlukan judgment
pakar untuk menilai (menyepakati nilai skor dan bobot) masing-masing
parameter penyusun DDDTLH. Parameter penyusun DDDTLH adalah
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karakteristik bentang alam, karakteristik vegetasi alami, dan penutupan
lahan. Pakar yang dilibatkan dalam penyusunan skor dan bobot parameter
DDDTLH adalah pakar geodesi, geomatika, biologi, geologi dan ilmu
kebumian. Dalam menyusun peta indikatif, dilakukan kegiatan verifikasi
lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara parameter
penyusun informasi DDDTLH dengan kondisi riil lapangan. Apabila
ditemukan adanya perbedaan informasi pada parameter penyusun DDDTLH
antara penilaian pakar dengan kondisi lapangan, maka dilakukan
penyesuaian-penyesuaian informasi parameter tersebut (nilai skor
parameter). Kegiatan verifikasi lapangan untuk tahun 2022 dilakukan di
Provinsi Jawa Bagian Selatan dan Provinsi Banten. Selain itu, ada beberapa
instansi yang dikunjungi dalam rangka pengumpulan data dan informasi,
koordinasi teknis terkait DDDTLH, serta diskusi dengan pakar tertentu yang
dianggap dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang
metodologi penghitungan D3TLH. Beberapa instansi tersebut adalah (1) ITB
khususnya Fakultas Geodesi dan Geomatika serta Sekolah lImu Teknologi
Hayati; (2) Balai Besar KSDAE Jawa Barat; (3) Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat; dan (4) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Hasil perhitungan DDDTLH vyaitu berupa kecukupan jasa lingkungan
hidup dalam hal ini adalah jumlah ketersediaan air (jasa penyedia air) yang
disebarkan melalui sistem grid. Ketika indikasi status DDDTLH suatu wilayah
sudah diketahui, maka hasil indikatif tersebut dapat menggambarkan
hubungan antara jasa penyedia air dengan jasa pengaturan airnya, karena
tersedianya air adalah karena bekerjanya jasa pengatur air melalui siklus
hidrologi. Keseluruhan hasil perhitungan DDDTLH dituangkan ke dalam
draft SK Menteri LHK tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional
dengan skala informasi 1:250.000.

Keluaran utama yang dihasilkan pada tahun anggaran 2023 antara lain
adalah diterbitkannya Petunjuk Teknis Penentuan dan Penetapan Daya
Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan provinsi, Materi
Teknis Penentuan D3TLH Nasional dan Provinsi, Penetapan D3TLH
Nasional, Fasilitasi Penentuan dan Penetapan D3TLH Provinsi, serta
fasilitasi D3TLH kabupaten/kota sampai dengan 2023. Petunjuk teknis
sebagai pedoman yang memberikan acuan dan arahan bagi pelaksanaan
penentuan dan penetapan D3TLH di tingkat nasional. Selain tingkat
nasional, petunjuk teknis ini juga dapat menjadi acuan di tingkat provinsi
hingga kota/kabupaten.
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Petunjuk Teknis disusun untuk memperoleh persamaan persepsi dan
metode dalam penentuan dan penetapan D3TLH Nasional. Dalam
penyusunan Petunjuk Teknis ini dibutuhkan pengarusutamaan dalam
berbagai regulasi dan sektor dari tingkat nasional hingga provinsi. Untuk
kebutuhan penetapan D3TLH di Provinsi dapat mengacu prosesnya dari
D3TLH Nasional. Metode penyusunan Petunjuk Teknis menjelaskan tata
cara dan alur yang dimulai dari proses dan prosedur, serta implementasi dari
penetapan D3TLH Nasional hingga diturunkan dalam D3TLH Provinsi.
Adapun tata cara dan alur dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Serangkaian
FGD dan
Pembahasan Penyepakatan Penyusunan Penyepakatan
dengan Tim kerangka Juknis Materi Juknis Materi Juknis
Pakar dan

Akademisi

Inventarisas
berbagai
kebutuhan data,
informasi, dan
referens

Finalisasi
Juknis

Gambar 35. Tata Cara dan Alur Proses Penetapan D3TLH

Wilayah Ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan
kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan
fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil
inventarisasi lingkungan hidup. Secara garis besar terdapat 3 kegiatan
pengembangan data informasi ekoregion, yaitu updating delineasi wilayah
ekoregion, penetapan fungsi lingkungan hidup pada wilayah ekoregion, dan
kajian toponim wilayah ekoregion.

Berdasarkan updating delineasi yang telah dilakukan di Tahun 2022,
telah disusun rancangan perubahan kompleks ekoregion menjadi wilayah
ekoregion. Terdapat perubahan 177 kompleks ekoregion menjadi 117
wilayah ekoregion.
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PULAU PULAU PULAU PULAU PULAU  KEPULAUAN PULAU INDOENSIA
SUMATERA JAWA  KALIMANTAN BALIGNUSA  SULAWESI MALUKU PAPUA
TENGGARA

YAH . WILAYAH WILAYAH WILAYAH WILAYAH WILAYAH WILAYAH WILAYAH
KORE EKOREGION EKOREGION EKOREGION EKOREGION EKOREGION EKOREGION EKOREGION

Gambar 36. Perkembangan Updating Delineasi Wilayah Ekoregion
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BAB Vil
PERSETUJURN LINGKUNGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengeloiaan Lingkungan Hidup, setiap
Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting
terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Persetujuan
Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah dan
menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:

a. Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
b. Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

' Persetujuan Lingkungan: Jantungnya Sistem Perizinan di Indonesia |

* Proses Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
oleh Tim Uji Kelayakan;

* Proses Pemeriksaan UKL-UPL oleh
Instansi LH.

Pemrakarsa Pertek [PPLH)

Pelaksanaan Usaha
Rencana Usaha

- - tlan/atau Kegiatan
an/atau Persetujuan Perizinan +  Pelaksanaan Perizinan

Kegiatan - Lingkungan Berusaha Berusaha

Diterbitkan oleh
MENLHK, Menteri
Sektor, Gubernur,

atau Bupati'Walkota

Dilakukan oleh Pengawasan Lingkungan
MENLHK, Gubemnur, Hidup & Penegakan
atau Bupati/ Walikota Hukum Lingkungan

Diterbitkan oleh MENLHK,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota

..... .t
—
Diterbitkan oleh Menteri terkait,
Gubernur, atau Bupati/Walikota

* PERSETUJURN LINGKUNGAN merupakan "Jantung-nya” Sistem Perizinan di Indonesia.
Secara legal, sesuai UU CIPTA KERJA Perizinan Berusaha untuk usaha dan/atau kegiatan
tidak dapat diterbitkan tanpa adanya Persetujuan Lingkungan.

Proses Penyusunan Amdal atau UKL-UPL
oleh Pemrakarsa

e
Penaatan terhadap BML

+ Persetujuan Lingkungan merupakan hasil dari Proses Amdal atau UKL-UPL yang disusun
oleh Pemrakarsa dan dinilai oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau diperiksa oleh
Instansi LH;

+ Persetujuan Lingkungan yang termuat dalam Perizinan Berusaha merupakan instrumen
utama penurunan Beban Pencemaran Lingkungan dan Laju Kerusakan Lingkungan &
Pengawasan LH

Gambar 37. Persetujuan Lingkungan

Masa berlaku Persetujuan Lingkungan berakhir bersarnaan dengan
berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Apabila
Perizinan Berusaha berakhir dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar
Persetujuan Lingkungan yang eksisting. Bentuk pengakhiran Persetujuan
Lingkungan dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan
dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca
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operasi.
Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap
Lingkungan Hidup wajib memiliki:

a. Amdal;

b. UKL-UPL; atau
c. SPPL.

AMDAL

Amdal wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib
Amdal; dan/atau

b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau
Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan
kawasan lindung.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam
kawasan lindung meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan
langsung dengan kawasan lindung, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang:

a. Dbatas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan
lindung; dan/atau

b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang
mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.

Untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki potensi dampak
yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung, maka penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan harus meminta arahan instansi Lingkungan Hidup
sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan
pertimbangan ilmiah. Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang
disampaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup akan melakukan
telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan berupa:
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a.

b.

rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan
lindung; atau

rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan
lindung.

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap
Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri dari:

a.
b.

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak
terbarukan;

proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;

proses dan kegiatan yang hasilnya dapat menipengaruhi iingkungan
alam, iingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya:

proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian
kawasan konservasi sumber daya Alam dan/atau perlindungan cagar
budaya;

introduksi jenis tumbuh-rumbuhan, hewan, dan jasad renik;

pembuatan dan penggunaan bahan hayati clan nonhayati;

kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi
pertahanan negara: dan/atau

penerapan teknologi yang diperkirakan mernpunyai potensi besar untuk
mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang:

a.

lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada
kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah
dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang diibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:

lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan
hutan yang telah memiiiki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi
dengan kajian Lingkungan liidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan
secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki
kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah
dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan

65

DATA DAN INFORMASI DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2024



dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau

berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan, yang

meliputi:

1) eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi
yang tidak diikuti dengan Usaha dan/atau Kegiatan pendukung
yang skala/ besarannya wajib Amdal,

2) penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu
pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;

3) kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan
lindung;

4) kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan
negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan
Hidup;

5) kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap
Lingkungan Hidup; dan/atau

6) budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap
dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah
pengawasan ketat.

merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang

dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang
telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan
kawasan;

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan

di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah

dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan

kawasan;

dilakukan daiam kondisi tanggap darurat bencana;

dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak

dibebani Perizinan Berusaha; dan/ atau

rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain jenis rencana Usaha dan/atau

Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal, yang berbatasan

langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan

penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan
bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
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Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada huruf a sampai dengan huruf f,
dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan. Sedangkan Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan sebagaimana huruf g di atas wajib memiliki RKL-RPL rinci
berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. RKL-RPL rinci merupakan bentuk
Persetujuan Lingliungan bagi pelaku Usaha di dalam kawasan dan
dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang disahkan oleh pengelola kawasan dan menjadi
prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam kawasan. Sedangkan
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada huruf h dan huruf i tidak
memerlukan dokumen Lingkungan Hidup.

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang waijib
memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan dapat melakukan proses penapisan secara mandiri. Namun
apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan
penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
dapat mengajukan penetapan penapisan dari instansi Lingkungan Hidup
pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan
Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi Lingkungan Hidup
pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan
Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memuat:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau
SPPL; dan
b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKLUPL, atau SPPL.

Penyusunan Amdal

Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada
tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan, dengan lokasi rencana
Usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
Kesesualan iokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata
ruang dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai
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dengan ketenluan peraturan perundang-undangan. Apabila lokasi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuat dengan rencana tata ruang, maka
dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam penyusunan Amdal, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
dapat melakukan penyusunan sendiri atau menunjuk pihak lain yang
memiliki sertifikat kompetensi. Hasil dari penyusunan Amdal yang disusun
oleh pihak lain menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan.

Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
dapat menggunakan pendekatan studi sebagai berikut:

a. Pendekatan studi tunggal, dilakukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis
Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau
pengawasannya berada di bawah 1 {satu) kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau
organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.

b. Pendekatan studi terpadu, dilakukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1
(satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan
pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem
serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1
(satu) kementerian, lernbaga pemerintah nonkementerian, organisasi
perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah
kabupaten/kota.

c. Pendekatan studi kawasan, dilakukan oleh pengelola kawasan selaku
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang merencanakan untuk
melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di dalarn kawasan, terletak dalam satu
kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah
mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Amdal melalui pendekatan studi tunggal dan studi terpadu,
yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat
disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih
dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.
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Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai
berikut:

a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan

d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Amdal yang disusun oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan terdiri dari:

a. Formulir Kerangka Acuan;
b. Andal; dan
c. RKL-RPL.

Penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan:

a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

b. pengisian. pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara,
kesepakatan formulir Kerangka Acuan,;

c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL--RPL: dan

d. penilaian Andal dan RKL-RPL.

Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan serta penilaian Andal dan RKL-RPL
merupakan bagian dari uji kelayakan Amdal.

Penanggung jawah Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal harus
melibatkan masyarakat yang terkena dampak iangsung usaha dan/atau
kegiatan. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung

dilakukan melalui:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
b. konsultasi publik.

Masyarakat yang terkena dampak langsung berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dalarn jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman. Saran,
pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Masyarakat yang terkena dampak
langsung dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada saat konsultasi publik. Saran,
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pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada
konsultasi publik dicatat dalam berita acara konsultasi publik.

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan sebelum
penyusunan Formulir Kerangka Acuan. Masyarakat yang terkena dampak
langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal merupakan masyarakat
yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak
secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha
dan/atau Kegiatan. Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga
swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau
mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan
sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Selanjutnya, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun
dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan. Dokurnen Andal
dirnaksud memuat:

a. Pendahuluan;

b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya;

c. Deskripsirinci rona lingkungan hidup;

d. Hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;

e. Penentuan dampak penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi,
dan batas waktu kajian;

Prakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak;
Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan hidup;

Daftar Pustaka;

Lampiran.

—Ta

Berdasarkan dokumen Andal, selanjutnya Penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL yang memuat:

a. Pendahuluan;

b. Matrik RKL;

c. Matrik RPL;

d. Persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan
dan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi
ke tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau
pengelolaan dampak lalu lintas;

e. Pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;

f. Daftar Pustaka;

g. Lampiran.
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Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dibagi berdasarkan
kategori Usaha dan/ atau Kegiatan yang meliputi:

a. Kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
b. Kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari ;
c. Kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.

Kategori dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria:

a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. Dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan
Hidup;

c. Sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

d. Kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL bersifat
sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari
jangka waktu Kategori A. Penambahan waktu penyusunan tersebut
dilakukan berdasarkan permohonan penanggung jarvab Usaha dan/atau
Kegiatan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen
Andal dan dokumen RKL-RPL melaiui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya dan pengajuan harus dilengkapi dengan
Persetujuan Teknis yang terdiri dari:

a. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau

d. Analisis mengenai dampak lalu lintas.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, selanjutnya diiakukan
penilaian oleh:

a. Menteri rnelalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di pusat;

b. Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di Provinsi; atau

c. Bupati/Walikota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Penilaian terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dilakukan melalui tahapan:
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a. Penilaian administrasi, yang meliputi:

1. Kesesuaian iokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan
rencana tata ruang;

2. Persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
3. Persetujuan Teknis;
4. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa

penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andai dan
dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa
penJrusunan Amdal,

5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
dan

6. Kesesuaian sistema.tika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-
RPL.

b. Penilaian substansi, yang meliputi:

1. Uiji tahap proyek;

2. Uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL,;

3. Persetujuan Teknis.

Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun
dalam Berita Acara rapat yang memuat informasi:

a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan;
atau
b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang tidak
memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uiji
kelayakan. Sedangkan, terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
yang memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

UKP-UPL

UKL-UPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki
Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib merniliki UKL-UPL meliputi:
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a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak
Penting;

b. jenis rencana Usaha dan,/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau
Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan
kawasan lindung; dan

c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan
dari wajib Amdal.

Pengajuan UKL-UPL oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
dilakukan melalui pengisian Formulir UKL-UPL yang disertai dengan
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatarr mengajukan permohonan
penreriksaan Formulir UKI.-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL
standar yang telah diisi kepada:

a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
1. Perizinan Berusaha atau Persetuiuan Pemerintah diterbitkan oleh
Pemerintah;
2. Berlokasi di lintas provinsi: dan/atau berlokasi di wilayah laut lebih
dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
b. Gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Berlokasi di lintas daerah Kabupaten/Kota yang berada dalam 1
(satu) Provinsi: dan/atau
3. Berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
c. Bupati/Waiikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi dan dilengkapi Persetujuan
Teknis, dilakukan melaiui:

a. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku
Usaha; atau

b. Sistern informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud terdiri dari:
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Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
Analisis mengenai dampak lalu lintas.

oo ow

Selanjutnya, Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL
standar yang telah diisi, diumumkan melalui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup untuk:

a. Usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko
menengah rendah;

b. Usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko
menengah tinggi;

c. Usaha yang terindentifiasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi;

d. Kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL
standar yang diumumkan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup, masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan
tanggapannya.

Menteri, Gubernur, atau Bupati/WWalikota sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat risiko menengah
rendah, usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, usaha dengan tingkat
risiko tinggi, atau kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Apabila hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar telah lengkap dan benar,
maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi. Namun, apabila belum
lengkap dan benar, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
harus terlebih dahulu melengkapi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar sebelum dilakukan pemeriksaan substansi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi akan diterbitkan persetujuan
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau penolakan
terhadap Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan
Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar
spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.
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Apabila hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar tidak terdapat perbaikan, maka Menteri,
Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan
persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan, apabila hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar perlu dilakukan perbaikan,
maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wwalikota sesuai dengan
kewenangannya menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup. Selanjutnya, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan wajib melakukan perbaikan terhadap Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar, dan menyampaikan kembali
kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan
perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL
standar. Apabila hasil perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar sudah sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerbitkan
persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir
UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup.

Persetujuan Pernyataan Kesanggurpan pengelolaan Lingkungan Hidup
merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbirtan
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pernerintah, yang menjadi dasar
pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

SPPL

Selanjutnya, untuk SPPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak
termasuk daiam kriteria wajib UKL-UPL. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang wajib memiliki SPPL meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak
Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
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merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak
memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
termasuk .jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan
dari wajib UKL-UPL.

SPPL bagi usaha yang dilakukan oieh Pelaku Usaha diintegrasikan ke

clalam nomor induk berusaha, sedangkan SPPL bagi kegiatan yang
dilakukan oleh instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir
yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.

Pengintegrasian SPPL ke dalarn nomor induk berusaha dilakukan melalui

sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pengisian formulir SPPL dilakukan melalui sistem inforrnasi dokumen

Lingkungan Hidup, yang memuat:

a.

Kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk
mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Kewajibran dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri, Gubernur, atau Bupati/WWalikota sesuai dengan kewenangannya

menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL yang telah diisi oleh Instansi
Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup .
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Pengaturan Integrasi Persyaratan dan Kewajiban Aspek

Lingkungan Kedalam Perizinan Berusaha

Persetujuan Lingkungan

“Semangat UU Cipta Kerja
adalah Penyederhanaan
Regulasi Perizinan”

“Izin Lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya

diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha™

Gambar 38. Integrasi Persetujuan Lingkungan kedalam Perizinan Berusaha

E. AMDALNET

Terhitung sejak 2 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan amanat langsung dari
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan
Pemerintah ini pada dasarnya menempatkan percepatan dan
penyederhanaan sebagai poin terpenting tanpa mengurangi esensi
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah ini
menempatkan Pemerintah sebagai bukan hanya regulator tapi juga
fasilitator, serta menempatkan kemudahan dan percepatan persetujuan
lingkungan difasilitasi oleh pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa perubahan yang
mendasar terkait Persetujuan Lingkungan antara lain:

1. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha;
2. Perubahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang pada
dasarnya mengikuti kewenangan Perizinan Berusaha.
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Dengan adanya perubahan tersebut membuat Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan menerima lonjakan permohonan pengajuan
Persetujuan Lingkungan yang dimana sejak awal januari 2022 telah diterima
1127 Permohonan Persetujuan Lingkungan atau meningkat 12 kali lipat dari
permohonan sebelum PP 22 Tahun 2021 yang hanya sebanyak 108
Permohonan. Permohonan Persetujuan Lingkungan itu sendiri berupa:

1. permohonan penilaian Amdal,

2. permohonan pemeriksaan UKL-UPL;

3. permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan baik akibat perubahan
kepemilikan, perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang
tidak menimbulkan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup;
dan

4. perubahan persetujuan lingkungan yang disertai kewajiban menyusun
dokumen lingkungan hidup baru baik Amdal baru ataupun Addendum
Andal, RKL-RPL.

Pada tahun 2021 telah terbangun Sistem Informasi Informasi Dokumen
Lingkungan Hidup dengan nama aplikasi Amdalnet yang dapat diakses
melalui laman amdalnet.menlhk.go.id. Amdalnet adalah Sistem Informasi
Dokumen Lingkungan Hidup berbasis Geospasial yang berfungsi sebagai
Pusat Pelayanan Digitalisasi Dokumen Lingkungan dan Digitalisasi Proses
Persetujuan Lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan
dilakukan oleh Pemrakarsa (Pelaku Usaha/Pemerintah).

Tujuan dari pembangunan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
ini adalah :

1. Mempermudah proses pelayanan dokumen lingkungan hidup bagi setiap

orang

Mempermudah penyusunan dokumen lingkungan hidup,

3. Mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan
hidup,

4. Mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan dan pemerintah,

5. Membantu pengambilan keputusan dalam penentuan
kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan serta

6. Memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan
pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.

N

Tahapan pembangunan dan pengembangan Amdalnet dimulai dari tahun
2021 berupa Perancangan Enterprise Achitecture (EA) Amdalnet bersama
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dengan pembangunan sistem sebanyak 3 (tiga) modul dan pengembangan
infrastruktur Amdalnet menggunakan cloud server untuk lebih menjamin
keamanan sistem. EA Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
tersebut merupakan subsistem dari EA Direktorat Jenderal PKTL yang telah
mengidentifikasi kebutuhan pembangunan 7 (tujuh) modul yang akan
dibangun dan dikembangkan secara bertahap dari tahun 2021-2024 yaitu
modul Penapisan Otomatis, Asistensi Pelingkupan, Amdal Digital
Workspace (tahun 2021), modul Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup RKL RPL Online dan modul Saran Pendapat Tanggapan Interaktif
(tahun 2022), modul Basisdata Dokumen Lingkungan Hidup (tahun 2023)
dan modul Pemodelan Dampak Lingkungan (tahun 2024).

Saat ini Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan
Kegiatan—Ditjen PKTL telah menyelesaikan pembangunan 5 (modul) utama
yaitu 3 (tiga) modul pertama yang telah operasional yaitu modul Penapisan
Otomatis, modul Asistensi Pelingkupan dan modul Amdal Digital Workspace
serta 2 (modul) lanjutan yang masih dalam tahap testing/ujicoba aplikasi
yaitu modul Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup RKL RPL
Online dan modul Saran, Pendapat Tanggapan Interaktif. Pada tahun 2023
ini direncanakan akan dilaksanakan pembangunan modul lanjutan yaitu
modul Basis Data Dokumen Lingkungan Hidup, penyempurnaan modul
Penapisan Otomatis, Asistensi Pelingkupan, Amdal Digital Workspace serta
penyediaan layanan operasionalisasi Amdalnet.

Proses persetujuan lingkungan secara digital untuk kegiatan rencana dan
baru dapat dilakukan dengan menggunakan ketiga modul pertama di dalam
Amdalnet yang digunakan untuk proses Persetujuan Lingkungan Kegiatan
Baru yang wajib SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), atau Amdal
(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). Ketiga modul tersebut
saling terkait dan dikerjakan secara berurutan.

1. Modul Penapisan Otomatis digunakan oleh Pemrakarsa untuk
melakukan otomasi proses penapisan jenis dokumen lingkungan dan
kewenangan persetujuan lingkungan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
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Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Modul Asistensi Pelingkupan digunakan oleh Pemrakarsa/Penyusun
untuk melakukan proses pelingkupan dan penyusunan dokumen
lingkungan hidup, sedangkan

Modul Amdal Digital Workspace digunakan oleh Penilai/Pemeriksa untuk
melakukan penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup secara
online/elektronik.

Melalui ketiga modul tersebut, Amdalnet akan mengeluarkan beberapa
produk hasil proses persetujuan lingkungan antara lain :

1.

2.

B

Hasil penapisan otomatis yang dapat digunakan sebagai substitusi surat
arahan jenis dokumen lingkungan dan kewenangan secara manual;
Dokumen lingkungan versi digital, undangan rapat melalui email yang
memuat link dokumen lingkungan, link rapat dan akun akses Amdalnet
untuk dapat memberikan masukan melalui Amdal Digital Workspace.
Berita Acara Rapat Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Draft Persetujuan Lingkungan baik SKKL/Persetujuan PKPLH yang
nantinya akan ditandatangani sesuai kewenangan dan diunggah kembali
di Amdalnet sebagai bukti persetujuan lingkungan.

GRAND DESAIN RENCANA PENGEMBANGAN AMDALNET

[

Wajlb  —— Siala besaras
AMDAL?

1k

T T
4

5
Basrs Bata Dekumes Lingkungan Bidup

Medul1,2,3  :Tahun 2021
Madul 6,7 : Tahun 2022
Medul 5 : Tahun 2023
Modul 4 : Tahun 2024

Gambar 39. Grand Desain Rncana Pengembangan Amdalnet

Amdalnet merupakan aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan sistem

informasi lainnya. Proses integrasi Amdalnet-OSS RBA telah dilaksanakan
sejak tanggal 4 Agustus tahun 2021 dan sampai saat ini, Amdalnet telah
terintegrasi dengan OSS RBA BKPM melalui Hub OSS KLHK untuk
penerbitan persetujuan lingkungan PKPLH otomatis bagi UKL-UPL Resiko
Menengah Rendah dan SPPL otomatis terintegrasi dengan NIB untuk
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Resiko Rendah. Adapun proses integrasi untuk persetujuan lingkungan
PKPLH dan SKKL verifikasi untuk Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi saat
ini sedang dalam tahap stagging/development. Diharapkan proses integrasi
ini dapat selesai di akhir tahun 2023.

Mengingat Persetujuan Lingkungan adalah Persyaratan Dasar Perizinan
Berusaha, maka Amdalnet sebagai aplikasi Persetujuan Lingkungan
merupakan subsistem informasi dari sistem OSS RBA BKPM dan
terintegrasi dengan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS RBA
BKPM. Proses integrasi dilakukan secara bertahap sejak pertengahan
tahun 2021 dan per tanggal 4 Agustus 2021 Amdalnet telah terintegrasi
dengan OSS RBA BKPM melalui Hub OSS KLHK khusus untuk penerbitan
Persetujuan Lingkungan berupa Persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Otomatis untuk kegiatan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL) Resiko Menengah Rendah (MR). Per tanggal 22 Mei 2023, telah
terbit PKPLH otomatis di OSS-RBA dengan lampiran formulir dan matrik
UKL-UPL yang tergenerate secara otomatis oleh sistem Amdalnet
sebanyak 489.716 dokumen persetujuan PKPLH otomatis untuk UKL-UPL
MR.

Untuk kegiatan Resiko Tinggi dan Menengah Tinggi, proses integrasi
Persetujuan Lingkungan OSS RBA-Amdalnet terus menerus dilakukan
koordinasi intensif dengan tim OSS RBA BKPM sejak tahun 2022 sampai
saat ini. Integrasi Persetujuan Lingkungan melalui OSS RBA — Amdalnet
akan memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusahanya
sekaligus menjamin pemenuhan aspek perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pada saat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatannya
sesuai dengan komitmen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) pada dokumen Persetujuan
Lingkungannya.

Proses integrasi Amdalnet-OSS RBA melalui Hub-OSS KLHK menjadi
hal yang sangat penting dan diharapkan proses integrasi ini dapat terpenuhi
pada akhir tahun 2023.

Penggunaan Amdalnet selama masa pengintegrasian/transisi telah
dilakukan secara bertahap baik di Pusat mapun Daerah. Beberapa progress
operasionalisasi Amdalnet dari tahun 2021 sampai saat antara lain :
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Penerbitan SPPL Pelaku Usaha dan Persetujuan PKPLH (UKL-UPL MR)
di OSS RBA BKPM. Telah terintegrasi dengan OSS RBA dan
operasional baik Pusat dan Daerah.

Penggunaan modul Penapisan otomatis telah berjalan lancar baik di
Pusat maupun Daerah sebagai substitusi surat arahan dokumen
lingkungan.

Penggunaan modul Asistensi Pelingkupan/Penyusunan Dokumen
Lingkungan untuk persetujuan lingkungan UKL-UPL dan Amdal secara
bertahap di Pusat dan Daerah.

Operasionalisasi modul Amdal Digital Workspace secara bertahap di
Pusat dan Daerah.

Penggunaan modul perubahan persetujuan lingkungan tanpa menyusun
dokumen lingkungan baru masih terbatas pada perubahan kepemilikan
dan integrasi pertek/rintek untuk kewenangan Pusat. Modul Perubahan
Persetujuan Lingkungan secara menyeluruh akan dikembangkan pada
tahun 2023 ini.

Sosialisasi, Asistensi teknis dan Workshop penggunaan Amdalnet telah
dilakukan secara bertahap baik di tingkat provinsi maupun kab/kota,
intensif dan berkesinambungan.

Penyediaan layanan help desk dalam berbagai bentuk media seperti
telegram, wa chat operator serta fitur ‘Laporkan Kendala’ di dalam
Amdalnet. Layanan operasional Amdalnet saat ini melibatkan 5 (lima)
orang operator dan 3 (tiga) orang programmer dan akan ditingkatkan
jumlah personilnya pada tahun 2023.
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Dokumentasi Amdal dan UKL-UPL(DADU)
adalah  Sitem Aplkasi Dokumen

Ling} berbasis onine pert di Deputi
Tata Lingkungan, KLH,rang dikembangkan
pada tahun 2007. Terdapat banyak
imitasi dan keterbatasan

dalam  bisns  proses,desain,

dan dafa base belum berbass spasial

2016

Perubahan DADU Online menjadi Amdainet
diints pada tahun 20%. Sistem  Pendaian
Dokumen Lingkungan dengan tampian bam
yang kbih smpel dan mudah dimengerti
Memiki flayanan peta interakiif namun
beum dapat menampikan peta digital dan

2024

* Integras Amdalnet- OSS RBA

* Pengembangan Lanjutan
Amdalnet

* Operasicnalisasi Pusat dan
Daerah

2023

Launchlng amdahet menlhkgo.id
bangan lanjutan Amdainet
[ModLl Basisdata Dokumen
Lingkungan dan Penapisan
Pembanan Persetujuan

data atibutnya Lingkungan
2018
2022
Diakukan perubahan desain data base,
tampian interfface, dan bisnis proses yang Pengembangan Lanjutan
lebih user friendly. Pela n[erak!rf lebih Amdainet 2021modul Pelap
[ tif dan h grasi data RKLRPLonline dan modul SPT
RTRW dengan Kementeran Intera kil
ATR/BPN Integrasi dengan PTSP
2020 2021

Pengembangan Sistem Peniaian dan
penambahan ftur Adendum ANDAL UKL

Modifikasi dan Transformasi
Amdalnet seusai UU 11/2020 dan

UPL, SPPL Sistem Pelaporan RKL RP[ PR 222021
Sistem Pelap KPALPJ P, Peny + Tiga modul utama:
sistem DELH.’I:PI..H ¥ Penapisan, Asistensi
Pelingkupan,

¥ Amdal Digital Workspace
¥ Proses Integrasi 055 RBA J

Gambar 40. Perkembangan Amdalnet

Penggunaan Amdalnet dalam masa pengintegrasian/masa transisi ini
harus sudah dilakukan secara menyeluruh oleh semua stakeholder baik
terkait persetujuan lingkungan baik di pusat maupun daerah sekaligus untuk
menguji kestabilan aplikasi Amdalnet dan adaptasi penggunaan Amdalnet,
mengingat aplikasi Amdalnet ini merupakan aplikasi baru yang kompleks
dan detail.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu instrumen
regulasi turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta
Kerja. Sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa setiap
usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting
terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Persetujuan
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Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal
atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Target Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan tahun anggaran 2023 sebesar 271 dokumen. Selama tahun
2023 telah dilakukan penilaian terhadap 1832 dokumen Lingkungan. Jumlah
ini jauh melampaui penilaian di tahun 2020 sebanyak 82 dokumen dan
Tahun 2021 sebanyak 155 dokumen dan tahun 2022 sebanyak 252.

Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Tahun 2023 dengan total 1807 dokumen:

KA Andal: 150 dokumen

Uji Kelayakan Amdal: 67 dokumen

Pemeriksaan UKL-UPL: 436 dokumen

DELH/DPLH: 64 dokumen

Addendum ANDAL. RKL-RPL: 118 dokumen

Perubahan PL tanpa Penyusunan Dokumen Lingkungan: 972 dokumen
(Perubahan Kepemilikan 95 dokumen dan Updating RKL-RPL 877
dokumen).

ok whE

Layanan dokumen lingkungan yang telah dilaksanakan di tahun 2024
sampai bulan Juni sebanyak 472 layanan, dengan rincian:

1. Penilaian Amdal: 119 Dokumen

2. Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa melalui penyusunan
dokumen lingkungan: 175 Dokumen

3. Pemeriksaan UKL-UPL: 123 formulir

Audit LH : 6 Kegiatan

Penilaian DELH dan/atau DPLH : 49 Kegiatan.

Jumlah Layanan Dokumen Lingkungan Tahun 2024
Jenis Layanan . ; - -
Januvari | Februari | Maret April Juni | TOTAL
B

a bk

Penilaian Amdal

Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
melalui penyusunan dokumen lingkungan

3 Pemeriksaan UKL-UPL 20 15 25 20 40 3 123
4 Penilaian Audit 1 1 1 1 o 7 3

Penilaian DELH dan/atau DPLH

Tabel 12. Layanan Dokumen Lingkungan Tahun 2024
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BAB IX
INDONESIA'S FOLU NETSINK 2030

Gambar 41. Indonesia's FOLU Net Sink 2030

FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui
aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan
dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari
tingkat emisi pada tahun 2030. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan
Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan
perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.

Indonesia’'s FOLU Net Sink 2030 diamanatkan di dalam Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi
Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara
Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan
Nasional. Pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK
utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon
dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang
merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari
yang dilepaskannya). Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu
menghindari deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari;
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perlindungan dan restorasi lahan gambut; serta peningkatan serapan
karbon.

Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2016, diantaranya dengan komitmen tindakan
progresif mencapai tujuan global dalam membatasi kenaikan rata-rata suhu
global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk
membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C. Komitmen tersebut
dinyatakan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang
memuat komitmen target penurunan emisi GRK sebesar 29% (CM1) dan
sampai dengan 41% (CM2) dibandingkan business as usual (BAU) pada
tahun 2030.

Pemerintah telah menyusun Strategi Implementasi NDC pada tahun
2017, ditindaklanjuti dengan penyusunan Road Map NDC Mitigasi pada
tahun 2019. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menyampaikan update
NDC dan menyusun strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon
berketahanan iklim (Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience
2050; LTS-LCCR 2050) dan telah disampaikan ke Sekretariat UNFCCC
pada Juli 2021 sebelum COP 26 UNFCCC di Glasgow November 2021.

NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor; Energi, Pertanian,
FOLU (Forest and other Land Uses), IPPU (indutsrial process and
production use) serta waste. Dalam record NDC Indonesia, sektor Forest
and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan,
diproyeksikan  memberikan kontribusi hampir 60% dari total target
penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian penanganan
pengendalian GRK pada sektor kehutanan menjadi sangat penting bagi
Indonesia dan dalam agenda climate actions global.

Dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Indonesia menegaskan inisiatif
menjadikan sektor FOLU sebagai net sink sejak tahun 2030. Inisiatif ini
dibangun dari koreksi kebijakan dan langkah sektor kehutanan selama tidak
kurang dari tujuh tahun, serta pencermatan mendalam atas berbagai
persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga
puluhan tahun. Beberapa aspek yang didalami seperti kebakaran hutan dan
lahan, moratorium ijin baru pada hutan primer dan gambut, teknik modifikasi
cuaca, peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan; serta law
enforcement, penegakan hukum atas perambahan dan pembalakan hutan
(ilegal logging), dengan resultante langkah tersebut yang terefleksi dalam
penurunan deforestasi secara signifkan di tahun 2021. Tentu sangat
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dipahami bahwa implementasi skenario FOLU Net Sink 2030 akan
membutuhkan sumber daya yang sangat besar, dan membutuhkan
dukungan para pihak meliputi; Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah,
dunia usaha, masyarakat, termasuk serta dukungan internasional.

E n h a n c e d N D C *  UUNo.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations

Framawark Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi

Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bang: " han Tklim)

PROJECTED BAU AND EMISSION REDUCTION FROM EACH SECTOR CATEGORY

GHG Emission | GHG Emission Level 2020 (MTen GHG Emission Reduction Annual Average |  Average
e Coze) [MTon C0z¢) % of Total BaU Growth BAU -
(2010-2030) .

{MTon C0:2) oM M2

Forestry and - ™
Other Land . 17.4% o 254% .

Uses"* ; "
31.89% | 43.20% |

Note: CM1 = Counter Measure (unconditional mitigation scenario)
CM2 = Counter Measure (conditional mitigation scenario)

*Including fugitive **Including emission from estate and timber plantation

Tabel 13. Enhanced Nationally Determined Contribution

Melalui visi yang disampaikan dalam dokumen LTS-LCCR, dengan
skenario yang paling ambisius (Low Carbon Scenario Compatible with Paris
Agreement target; LCCP) Indonesia akan meningkatkan ambisi
pengurangan emisi GRK dengan puncak emisi bersih GRK nasional (seluruh
sektor) tercapai pada tahun 2030 sebesar 1.244 juta ton CO2e atau setara
4,23 ton CO2e per kapita. Setelah itu, nilai emisi bersih akan terus
mengalami penurunan dan mencapai tingkat emisi bersih sebesar 540 juta
ton CO2e pada tahun 2050 atau setara dengan 1,6 ton COZ2e per kapita
(Gambar 1), dan terus mengeksplorasi peluang untuk mencapai kemajuan
lebih cepat menuju net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih
cepat (Republic of Indonesia 2021a).

Pada tahun puncak emisi, sektor kehutanan dan penggunaan lahan
sudah mencapai net sink dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO2e,
dan terus mengalami peningkatan dan akan mencapai nilai serapan 304 juta
ton CO2e. Sektor FOLU memiliki peranan yang penting dalam usaha
pencapaian target NZE nasional, terutama untuk mengimbangi emisi dari
sektor yang sulit menurunkan emisinya, khususnya sektor energi, sehingga
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kemampuan untuk mempertahankan tren net sink setelah 2030 akan
menentukan ketercapaian ambisi NZE Indonesia.

Untuk mencapai target ambisius, dibutuhkan perubahan yang mendasar
baik dalam sistem energi, maupun pada sistem penggunaan pangan dan
lahan dengan meminimumkan trade off dari target ketahanan energi,
ketahanan pangan, konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan
deforestasi, penggunaan air, serta persaingan penggunaan lahan. Dalam
hal ini, LTS-LCCR berperan penting dalam; (i) menyelaraskan tujuan dan
target iklim dengan tujuan nasional, sub-nasional dan internasional
termasuk SDGs; (ii) melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah
(Non Party Stakeholders, NPS), (iii) meningkatkan peluang untuk inovasi,
dan (iv) memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat.

Dokumen LTS-LCCR juga akan memperkuat visi Seratus Tahun
Indonesia (Visi Indonesia 2045) menuju negara yang maju dan makmur.
LTS-LCCR dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk
menyeimbangkan antara pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi,
dengan menempatkan pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi, keadilan
dan pembangunan tangguh iklim sebagai bagian yang terintegrasi dari
tujuan utama LTS-LCCR.

Visi Indonesia dalam upaya Pembangunan Rendah Emisi dan Tangguh
Iklim pada tahun 2050 diterjemahkan ke dalam tiga skenario utama: (i)
skenario kebijakan saat ini (Current Policy Scenario, CPOS), (ii) skenario
transisi (TRNS) dan (iii) skenario rendah karbon yang sejalan dengan tujuan
Perjanjian Paris (Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement
target, LCCP).

Skenario CPOS merupakan ekstensi dari skenario tanpa syarat NDC
(CM1), Skenario LCCP mengasumsikan implementasi aksi mitigasi yang
lebih progresif dengan tujuan mencapai kondisi NZE yang targetnya lebih
ambisius dibandingkan dengan skenario bersyarat NDC (CM2). Sementara
itu, skenario transisi adalah skenario yang menjembatani proses transisi dari
skenario CPOS ke LCCP. Secara sektoral, ambisi sektor FOLU dan sektor
pertanian hanya diteriemahkan ke dalam dua skenario saja, yakni skenario
CPOS dan LCCP.
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1,500

- Waste

IPPU
1,000

B = FOLU

Emission (Million ton CO2e)

mm Agriculture

i

EE Energy
- = . . || . . — Net emiss.
2010 2020 2030 2040 2050 2010 2020 2030 2040 2050 2010 2020 2030 2040 2050
CPOs TRNS Lccp

B9 | 139 198 236 272 89 | 139 198 | 217 223 B9 | 139 198 170 120

35 55 62 66 70 35 55 62 63 66 35 55 62 55 50

470 | 349 170 29 -109 470 | 98 -140|-246 -304 470 98 -140 -246 -304

culture 84 a7 93 99 106 84 88 94 98 | 102 84 88 94 98 | 102

453 688 1,03 1,54 2,11 453 | 6BE 1,03 1,29 143 453 688 1,03 960 572

= Netemiss. 1,13 1,31 1,55 197 245 1,13 106 124 142 152 1,13 106 1,24 1,03 540

Gambar 42. Proyeksi emisi dalam skenario CPOS, TRNS, dan LCCP

Pada skenario CPOS dan TRNS, puncak emisi bersih tidak tercapai
hingga tahun 2050 (Gambar 28). Dalam skenario CPOS, emisi akan
meningkat tajam, bahkan setelah tahun 2030, sedangkan pada skenario
TRNS, peningkatan emisi setelah tahun 2030 akan lebih lambat
dibandingkan skenario CPOS, dengan nilai emisi bersih sebesar 1.526 juta
ton CO2e atau 4,53 ton CO2e per kapita pada tahun 2050. Pada skenario
LCCP, emisi akan menurun secara cepat setelah tahun 2030 dan mencapai
540 juta ton CO2e pada tahun 2050 atau 1,61 ton COZ2e per kapita (Gambar
1).

Grafik LTS per sektor pada (Gambar 28) secara jelas mengindikasikan,
bahwa untuk mencapai komitmen LTS-LCCR yang paling ambisius,
Indonesia harus secara signifikan mengurangi emisi dari sektor energi yang
disertai dengan usaha mengubah sektor kehutanan dan penggunaan lahan
dari sektor pengemisi (net emitter) menjadi penyerap (net sink).

Upaya dalam mengurangi emisi dari sektor FOLU demi mencapai target
net sink 2030 bergantung sepenuhnya kepada keberhasilan aksi-aksi yang
meliputi (Ministry of Environment and Forestry, 2021): 1. Pengurangan emisi
dari deforestasi dan lahan gambut yang meliputi dekomposisi gambut dan
kebakaran lahan gambut 2. Peningkatan kapasitgas hutan alam dalam
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menyerap karbon dengan mengurangi degradasi dan meningkatkan
regenerasi 3. Memulihkan lahan gambut 4. Melaksanakan restorasi hutan
melalui penanaman pengayaan dan peningkatan penyerapan GRK 5.
Mengadopsi praktik pengelolaan hutan lestari 6. Memaksimalkan
pemanfaatan lahan-lahan yang tidak produktif untuk pembangunan hutan
tanaman dan perkebunan.

Strategi Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menggunakan 4
strategi utama yaitu:

1. Menghindari Deforestasi

Penekanan laju deforestasi demi mencapai target Net Sink FoLU 2030
memberikan batasan kepada deforestasi di masa depan sebesar 6.8 juta
hektar.

2. Konservasi dan Pengelolaan Hutan Lestari

Pengurangan degradarsi hutan yang diakibatkan oleh penebangan hutan
yang berlebihan dan perambahan di hutan produksi, meningkatkan area
hutan yang dilindungi baik yang berada di wilayah hutan produksi mapun
area penggunaan lain (APL).

3. Perlindungan dan Restorasi Lahan Gambut

Emisi dari lahan gambut menyumbang 50% dari total emisi pada sektor
AFoLU, emisi dari lahan gambut disebabkan oleh adanya pelepasan
emisi dari kebakaran gambut dan juga dekomposisi lahan gambut kering.

4. Sink Enhancement

Target sink enhancement dengan mempercepat aforestasi dan
reforestasi lahan kritis di luar dan di dalam kawasan hutan serta
revegetasi perkotaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net
Sink 2030 di antaranya: Bidang | Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang Il
Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang Ill Konservasi; Bidang IV
Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi.
Setidaknya ada 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,
yaitu:

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral.

2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove.

3. Pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral.

4. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove.
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5. Pembangunan hutan tanaman.

6. Pengelolaan hutan lestari.

7. Rehabilitasi dengan rotasi.

8. Rehabilitasi non-rotasi.

9. Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut.

10. Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.

11. Konservasi keanekaragaman hayati.

12. Perhutanan sosial.

13. Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian.

14. Pengembangan dan konsolidasi hutan adat.

15. Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan
pengamanan kawasan hutan.

Dalam rangka merespon keprihatinan dunia akibat perubahan iklim global
dan climate disaster, dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan telah
menetapkan target yang sangat ambisius dalam menurunkan emisi Gas
Rumah Kaca sebesar -40 juta ton CO2eq pada tahun 2030, melalui
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dibagi
kedalam 3 (tiga) tahapan, yang meliputi Tahun 2022-2023 adalah tahap
Prakondisi yang dimaknai dengan penataan kegiatan yang ada menuju
pencapaian target FOLU Net Sink Indonesia 2030, tahun 2024 adalah
tahapan implementasi dari rencana operasional yang sudah dibagun, dan
tahun 2025-2030 adalah akselerasi pencapaian target Indonesia’s FOLU
Net Sink 2030.

Sebagai implementasi target Indonesia’'s FOLU Net Sink 2030, pada
dokumen Rencana Operasional telah dilakukan penjabaran target tersebut
ke dalam 5 (lima) bidang utama FOLU Net Sink yaitu Bidang Pengelolaan
Hutan Lestari, Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang Konservasi,
Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Bidang Instrumen dan
Informasi.

Pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sampai dengan akhir
tahun 2023 diantaranya telah dilakukan:

Penyusunan Rencana Operasional

Sosialisasi Sub Nasional Renops Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Penyusunan Renja Sub Nasional IFNS 2030 (16 Provinsi)

Penyusunan 21 judul Manual Seri FOLU

Penyusunan Business Process EA dan Sistem Informasi FOLU
Penyusunan Rencana Operasional FOLU Pulau Jawa-Bali

Penyusunan Mitigasi Resiko Kegiatan Bidang-bidang Utama FOLU
Konsolidasi Pencegahan Karhutla pada Daerah Prioritas

Penguatan NSPK/Kebijakan untuk mendukung Tata Kelola NEK
Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan
Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 T.A. 2023
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di 22 Provinsi Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Regional
Sulawesi serta Regional Maluku dan Papua dengan UPT lingkup KLHK

e Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan
Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 T.A. 2023
di 22 Provinsi dengan FOReTIKA

¢ Pembahasan Peta Arahan Indonesia’s FOLU 2030 T.A. 2023 di 22
Provinsi

e Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di 22 Provinsi
dengan Kick Off di Labuan Bajo Provinsi NTT

e Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional di 22 Provinsi

e Penyusunan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030
untuk Pulau Jawa dan Bali

e Pengarusutamaan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink
2030 terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

o Lokakarya Nasional Implementasi Merdeka Belajar dan Kampus
Merdeka Guna Mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

e Sosialisasi Indonesia’'s FOLU Net Sink 2030 Kepada Humas
Kementerian/Lembaga/BUMN/PTN dan Diskominfo Provinsi/
Kabupaten/Kota.

Tahapan Implementasi
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

2021 BT 2023-20%
KEPUTUSAN
MENTERILHK ?embangunan .
No.168/Menlhk/PKTL/P Sistem Informasi
LA.1/2{2022 Tgl.24
\ Februari 2022
Pembentukan Knowledge
Project Management

Penyusunan draf |
Rencana
Operasional FOLU
Net Sink 2030

Management

Office

4 ]|
- Kebijakan Insentif
= dan Disinsentif
enyusunan Konsolidasidan .

T Koordinasi
Guidelines Renops FOLU )
TingkatTapak Net Sink 2030 Ca;fm:'!ty
Renops Building
(Sub-nasional/

_ Provinsi Sosmhsaﬂ

Renops FOLU
Net Smk 2030

Gambar 43. Tahapan Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030
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